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DENGANRAHMATTUHANYANGMAHAESA
BUPATIBOMBANA,

Menimbang: a. bahwa setiap anak mempunyai hak hidup, tumbuh,
berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai
dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta
mendapat perlindungan dari kekerasan dan
diskriminasi sebagaimana Konvensi tentang Hak Anak
yang disahkan dengan Keputusan Presiden Nomor
36 Tahun 1990 ten tang Pengesahan Convention on the
Rights of the Child (Konvensi tentang Hak-hak Anak),
maka perlu upaya pelaksanaan pemenuhan hak anak
secara efektif;,

b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 12 ayat (2)
huruf b, dan Lampiran Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, angka I,
huruf h, Pembagian Urusan Pemerintahan Bidang
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak,
Pemerintah Daerah memiliki kewenangan
melembagakan pemenuhan dan penguatan hak anak
guna peningkatan kualitas hidup anak serta
pencegahan kekerasan terhadap anak melalUi{

RENCANAAKSIDAERAHDALAMPERCEPATANPERWUJUDAN
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TAHUN2021- 2024
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Mengingat: 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang
Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan
LembaranNegaraRepublikIndonesia Nomor3143);

3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang
Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan
Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor3886);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang
Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235)
sebagaimana telah beberapa kali diubah
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun
2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016
ten tang Perubahan Kedua atas Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan
Anak Menjadi Undang-Undang (Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016
Nomor 237, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor5946);

5.1 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembar";'/

penguatan lembaga dan koordinasi di Daerah, maka
sesuai ketentuan Peraturan Menteri Negara
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Nomor 13 Tahun 2011 tentang Panduan
Pengembangan Kabupaterr/Kota Layak Anak, perlu
menyusun Rencana Aksi Daerah dalam Percepatan
Perwujudan Kabupaten LayakAnak;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu
menetapkan Peraturan Bupati .tentang Rencana Aksi
Daerah Dalam Percepatan Perwujudan Kabupaten
LayakAnakKabupaten Bombana;
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Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
6. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2003 tentang

Pembentukan Kabupaten Bombana, Kabupaten
Wakatobi dan Kabupaten Kolaka Utara di Provinsi
Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 nomor 144, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4339);

7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 92,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4310);

8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang
Kewarganegaraan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2006 Nomor 63, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4634);

9. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional
Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

10. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang
Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007
Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4720);

11. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang
Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5063);

12. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang
Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan
Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5080);

lB. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587),
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir/
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tentang Indikator Kabupaten LayakAnak;I
22. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan
I

dan Perlindungan Anak Nomor 13 Tahun 2011
tentang Pandlan Pengembangan Kabupaterr/Kota
Layak Anak; Il

21. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan
dan Perlindungan Anak Nomor 12 Tahun 2011

Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor65);I
20. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan

dan Perlindungan Anak Nomor 11 Tahun 2011
tentang Kebijakan Pengembangan Kabupaterr/Kota
LayakAnak;

Kebijakan Pemenuhan Hak Pendidikan Anak (Berita

I
19. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan

dan Perlindungan Anak Nomor 5 Tahun 2011 tentang

Pedoman Pelaksanaan Perlindungan Anak;

dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020
tentang Cipta Kera (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor6573);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1988 tentang
Usaha Kesejahteraan bagi Anak yang Mempunyai
.Masalah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1988 Nomor2, Tambahan Lembaran Negara Republik
.Indonesia Nomor3367);

15. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional
Tahun 2020-2024(Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);

16. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2021 tentang
Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor96);

17. Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang
Pengesahan Convention on the Rights of the Child
(Konvensi tentang Hak-Hak Anak) (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor57);

18. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan
dan Perlindungan Anak Nomor 3 Tahun 2008 tentang
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23. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan
dan Perlindungan Anak .Nomor 14 Tahun 2011
ten tang Panduan Evaluasi Kabupaterr/Kota Layak
Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012
Nomor 171);

2 . Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan
dan Perlindungan Anak Nomor 8 Tahun 2014 tentang
Kebijakan Sekolah Ramah Anak (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 761);

25. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan
dan Perlindungan Anak Nomor 25 Tahun 2014
tentang Upaya Kesehatan Anak (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 825);

26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun
2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah
(Berita Negara Repubik Indonesia Tahun 2015 Nomor
2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang
Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk
Hukum Daerah (Berita Negara Repubik Indonesia
Tahun 2018 Nomor 157);

27. Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 3
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah Kabupaten Bombana;

28. Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 2
Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah Kabupaten Bombana Tahun 2017-
2022 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Daerah Kabupaten Bombana Nomor 12 Tahun 2019
tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten
Bombana Nomor 2 Tahun 2018 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten
Bombana Tahun 2017-2022;

29. Peraturan Bupati Bombana Nomor 54 Tahun 2016
tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan
Fungsi serta Tata Kerja Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah Kabupaten Bombana/
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Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

i. Daerah adalah Kabupaten Bombana.
I
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur

penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin
pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi
kewenangan daerah otonom.

3. Bupati adalah Bupati Bombana.
I
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam
penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi
kewenangan Daerah.

5. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18
(delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih
dalam kandungan.

6. Hak Anak adalah bagian dari asasi manusia yang
wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang
tua, keluarga masyarakat, pemerintah, dan negara.
Kabupaten Layak Anak yang selanjutnya disingkat
KLAadalah Kabupaten yang mempunyai sistem
pembangunan berbasis hak anak melalui
pengintegrasian komitmen dan sumberdaya
pemerintah masyarakat dan dunia usaha yang
terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan
dalam kebijakan, program dan kegiatan untuk
menjamin terpenuhinya hak anak.

8. Rencana Aksi Daerah Pengembangan KLA yang
seianjutnya disingkat RAD-KLAadalah rencana aksy

Pasall

BABI
KETENTUANUMUM

ANAK KABUPATENBOMBANA
PERWUJUDANPERCEPATAN

~ERATURAN BUPATI
DAERAH DALAM
I
KABUPATEN LAYAK
I
TAHUN2021-2024.

TENTANG RENCANA AKSI

MEMUTUSKAN:
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11) RAD-KLAsebagaimana dimaksud dalam Pasal 2,+:!
Pasal4

BAB II
RUANGLINGKUP

~ujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini merupakan
dokumen sebagai pedoman dan acuan untuk mewujudkan
I
Daerah sebagai Kabupaten LayakAnak.

Pasal3

basis pendidikan pertama bagi Anak; dan
f membangun sarana dan prasarana Daerah yang

mampu memenuhi kebutuhan dasar Anak tumbuh dan
berkembang secara optimal.

mengoptimalkan peran dan fungsi keluarga sebagai

mengembangkan potensi, bakat dan kreatifitas Anak;

rasa aman, ramah, bersahabat;
melindungi Anak dari ancaman permasalahan sosial
dalam kehidupannya;

Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini, adalah:
aJ menjamin terpenuhinya Hak Anak agar dapat

hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara
optimal sesuai dengan harkat martabat kemanusiaan
demi terwujudnya Anak yang berkualitas, berakhlak
mulia dan sejahtera;

b. menjamin pemenuhan Hak Anak di dalam menciptakan

I
,-
d.

et

Pasal2

yang disusun sebagai pedoman pelaksanaan yang
memuatkebijakan, program, dan kegiatan guna
pemenuhan dan perwujudan KLA.

9. Gugus Tugas KLA adalah lembaga koordinatif di
tingkat Kabupaten yang mengkoordinasikan upaya
,kebijakan, program, dan kegiatan untuk mewujudkan
KLAyang dibentuk dan ditetapkan oleh Bupati.
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(1) Pembentukan Gugus Tugas Kabupaten Layak Anak
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a,
guna mengefektifkan pelaksanaan RAD-KLA yang
keanggotaanya meliputi Perangkat Daerah, perwakilan
anak, dan dapat melibatkan lembaga legislatif, lembaga
yudikatif, dunia usaha, tokoh agamajmasyarakatjadat
dan masyarakat yang memiliki kepedulian terhadap
HakAnak.

(2) lPembentukan Gugus Tugas Kabupaten Layak Anak
Sebagaimzna dimaksud pada ayat (1), ditetapkan oleh
Bupati.

Pasal6

Peningkatan komitmen sebagaimana dimaksud dalam
ph.sal 4 ayat (1) huruf a, meliputi upaya memperoleh
dhkungan dari para pemangku kepentingan dalam
pbngembangan Kabupaten Layak Anak di Daerah.

Pasal5

a. persiapan, terdiri dari peningkatan komitmen,
pembentukan Gugus Tugas Kabupaten Layak Anak
dan pengumpulan data dasar;

b. perencanaan, terdiri dari penyusunan Rencana
Aksi Daerah Kabupaten Layak Anak;

c. pelaksanaan; dan

d. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan.

(2) Dalam melaksanakan RAD-KLAsebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf c, Pemerintah Daerah dapat
melibatkan perwakilan anak, lembaga legislatif,
lembaga yudikatif, dunia usaha, tokoh
agamajmasyarakatj adat, dan masyarakat.

(3) Dalam setiap tahapan RAD-KLAsebagaimana dimaksud
pada ayat (1), wajib mempertimbangkan pandangan
anak yang diperoleh melalui konsultasi anak.
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(11)Pemerintah Daerah melakukan pembinaan dalam
rangka pelaksanaan perwujudan Kabupaten Layak
Anak.

(2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
antara lain meliputi koordinasi, fasilitasi, bimbingan,
supervisi, pendidikan dan pelatihan.{

Pasal13

BABV
PEMBINAAN

Pendanaan pelaksanaan RAD-KLAsebagaimana dimaksud
dJlam Pasal2, dibebankan pada:
a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

b. Sumber pendanaan lainnya dari masyarakat dan dunia
usaha yang sah dan tidak mengikat.

Pasal12

BABIV
PENDANAAN

Penjabaran RAD-KLAsebagaimana dimaksud dalam Pasal
2, I sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati
• Jmr,

Pasalll

StIfategi RAD-KLAsebagaimana dimaksud dalam Pasal 2,
berupa pengintegrasian Hak Anak dalam:
a. setiap proses penyusunan kebijakan, program dan

kegiatan pembangunan; dan
b. setiap tahapan pembangunan, mulai dari perencanaan,

penganggaran, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi.

Pasall0
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I
(1 Ketua Gugus Tugas KLADaerah melakukan pelaporan

RAD-KLAsebagimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1)
huruf d, kepada Bupati.

(2 Bupati melaporkan hasil pelaporan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), kepada Gubernur Sulawesi
Tenggara dengan tembusan Menteri Pemberdayaan
Perempuan dan Perlindungan Anak dan Menteri Dalam

Negeril

Pasal16

(2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
dilakukan dengan berpedoman pada Peraturan Menteri
Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan
Anak tentang Panduan Evaluasi KLA.

(1) Gugus Tugas KLA sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 6, melakukan evaluasi sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d, untuk menganalisis
dan menilai pelaksanaan RAD-KLA secara berkala,
paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun.

Pasal15

Gugus Tugas KLAsebagaimana dimaksud dalam Pasal 6,
I

melakukan pemantauan sebagaimana dimaksud dalam
Pa~al 4 ayat (1)huruf d, untuk mengetahui perkembangan

Idan hambatan pelaksanaan RAD-KLAsecara berkala,
I

paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun.

Pasal14

BABVI
PEMANTAUAN,EVALUASI,DANPELAPORAN
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BERITADAERAHKABUPATENBOMBANATAHUN2021 NOMOR...t~

Diundangkan di Rumbia
pada tanggal, I~nO\JtMl1€t2- 2021

I
E RETARIS DtERAH PATENBOMBANA

V\ \ :
ARFA

Ditetapkan di Rumbia
pada tanggal Ib OVtM&e"F-2021

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal
diJndangkan.
Agbr setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan
pehgundangan Peraturan Bupati ini dengan
pehempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bombana.

Pasal17

BAB VII
KETENTUANPENUTUP

- 12 -



- Et-

VNV8W08
N8J.Vdn~ ~VNV ~VAVI
N8J.Vdn~ NVGnrnM~3d
NVJ.Vd3J~3d WVIVG H~3VG
IS)lV VNVJN3~ DNV.LN3J.
1000 NnHVJ. G.f, ~OWON .
VNV8W08 IJ.Vdn8 N~n.L~3d N~IdWVl

lava

'UBS"Bq~q~:>[
UBp Ud!S ~q "Bl.l~S !s"Bu!mp:>[s!p UBp UBS"B.l~:>[~:>[~pun, .

pap Ul3llunp~UH.l~d S"Bl"B ~q.l~q "B.l.I~S !s"Bd!sn.I"'Bd.l~q
'~UBqm~:>[.l~q UBp qriqurru 'dnp!q UB~uns~UBI~:>[
S"Bl"B ~q.l~q ~UB d"Bn~s "B~~uIq~s ' "BS~UBq "BlF>

-:-"BlF>snzaua i IS"B.l~U~~UBp "BS~UBq tradop "BS"Bmq"Bl"'BP"B
~UB '"B.I"'B~~I~q UBp "BS~UBq.l~q tredrrprqax ISIs p"Ba
'~uv ~H ~UBlu~l "BS~UB8-"BS~UB8 l"B:>[p~S.l~d!SU~AUO)l
:>[op 91761 FS"Ba ~UBpUn-~rmpun urapsp l"Bnm.l~l
~rmA "BIsnrmlf !S"BS"B~q rm~"Bq !.I"'BPU"'B~dn.x~m ~rm
!S"BS"B~H '~~un ~unfunnp Sn.I"'Bq~rmA "BIsnrmm re~"Bq~s
~q-~q UB~ 'l"Bq"Bl.I"'Bm'l"B:>[.I"'Bql"B:>[~pm "BAUp!P tU"'B{"'BP
"BU~.I"'B:>["B~"Bf1l!:>Js n.raq ~S"Bnrmu~s ~rmA '"BS3 "Bq"BW~rmA
UBq~ "BIUnrr)l S~!re:>[~s, q"BrmtU"'Bq"B{"'BP"B~UB '~rmpun
-~rmpun !PTfu~w :>reuv rm~unpUIJ.I~d ~rmlu~l 0000
tmqsj, £0 .IomON ~uepun-~uepun S"Bl'B "Bnpd){ rmq"Bqn.x~d

I:3u-elUgl 910(; unq"B~ 1 .rourojq :3uepun-~uepun nrm~~udd
I

q"Blup~m~d F.lnl"B.l~d UBd"Bl~U~d ~rmlu~l 9100 unqsj,
L1 .IomON ~urpun-~uepun rm~u~p .:q~.I~l qeqnIP H"B:>[
"Bd"B.I~q~qt{B11l"Bu-eUIf8~13qdS}{BUVue~unpuH.Igd ~UelUgl 0000
unqaj, £0 .IomON ~uepun-~uepun ues"BJdfugd lrunugW

·~u'Bl{'Blaa:.r'B~'B'I• rt

Jq~rl3N1. ql3.ral3p fl"lU).!amad Ul3>[ll3melluam q jn.rrrq (<:;) ll3Al3
(;1 reS"Bd rut ~reps '~UB UB~UnpuH.l~d UBlU"B~~U~I~Au~d
d"Bp"Bq.l~l 1"BM"B~U~~UBl.I~q UBp UBq!f"BM~:>[.l~q
"Bnl ~UB.lO IU"'BP 'l"B~.I"'BAS"BW 'q"Blup~m~d '"B.I"'B~~N
"BMq"BqUB~lrAU~m '~uv UB~unpuH.l~d ~UBlu~l (;00(;
urrqnj, £(; .rotnojq ~UBpUn-~UBpUn 0(; reS"Bd '"BAUlnfUBI~S



- vI -

!srrru'iJ trap l"dgr nreoos (U1ll!1f"J")! "PIV tredllID(!'f!l!w"w
UBp lBlBO.Ial)~:eua uBBm~aua~mMa~ trap (~p3q ~UBA)

Inurau ua~BdBp,uaW ~ua qrurqas aM-qBq ua~sBwaw

'SBlnUapIsala ~H 'a

uasaqaqa)l trap ndIS ~BH '1'(:;'1

:PBPPIP.Ial ~uaA~ua ~1I .IalSBPI(BWn)

s urepsp a~ uaFOdwOP~IP fBIsUBlsqns amoas ~uaA ~ua ~1I

lp3~.IallBSBdp31Bq.Iaq!s!.laq 'lnqas.Ial VB)! -qBfBP!G '0661 unqsj,

9£ .IOWONSa.I4da)l !nfBlaw B!SauopuI as~uaq lIalo !SB~YnB.I!p

lIBlal ~uaA (VH)l) ~UV ~BH !SUaAu0)lapada~ ~nfn.Iaw (Vddd)l)
~uV ua~tinpU!bad UBp uanduraraj uaaAap.Iaqwad ua!.laluawa)l

j
qojo uB~n~np ~UBA V'l)l ua~Bf!qa)l ua~uaqwa~uad

I "l["81IV 'l"H lSUQAUOll Ul[liU8.1"lIUIlOPQlI"UV 'l"H °ln

I '~UV ~A-e'1 ual-ednq-e}l re~-eqas
-eu-eqmog ua~-ednq-e}l -eAupnfnA\.Ial l-eda~.Iadmam :}'[nl.un
lfB.Ia-ea !s~ -eu-e~uaN !nl-elam '~u-e ~q trrurefuatn
:}'[nlun .In:}'[nral ~u-eA u-el-e~a:}'[ trap m-e.I~o.Id 'u-e:}'[f!qa:},[
'~al-e.IlS u-e:}'[npad!p 'lll! -eua.I-e:}'[qaIO 'red-e~!p umjaq

I~u-eA ~u-e ~q treqruraurad .IOl-e:}'[!PU!~Au-eq l-ed-ep.Ial
I

q!s-em -e.M.~q u-e:}'[nfunuam !U! y-eH '000 1-0 -ey-e:}'[s
!.I-eP (!S-e!S!UI~£1£ -e:}'[~u-eradaouatn -eu-eqwog ual-ednq-e}l
qaIo qaIO.IadiP ~U-eAV'1}l renu '~UV u-e~unpUH.Iad trap
rranduraraj r-eA-ep.Iaqwad u-epaluawa}l qaIo trarejruod
ns-eq u-e:}'[1s-ep.Iag '~UV ~A-e'1 -elO}l/ual-ednq-e}l
u-e~u-eqwa~uad tranptre.j ~u-elual 1100 trrrqaj, £1 .IOWON

I~UV u-e~UrpUH.Iad trap trandurare.j u-e-eA-ep.Iaqwad
paluaw u-e.Iil-e.Iad uraprp u-e:},[d-elal!p~u-eAV'1}l .IOl-e:}'[!PU!
-ep-ed n~-e~ulw ~u-eA (V'1}l)~UV ~A-e'1 -elO}l/ual-ednq-e}l
rU~A '.IOl-e:>[!PU! q-enq as u-e~uap -eAU.I~~Uam
lfBlupawad I '~u-e ~q traqrruourad d-ep-eq.Ial
-elo:}'[/ual-edlq-e:}'[ u-eus-eq.Iaqa:}'[ .I~~uaw :}'[nlun

'-eAuu-e~ueua.M.a:}'[ue~uap psnsas ~ue ue~unpuH.Iad trap
trandurarad u-e-eA-ep.Iaqwad tresn.m u-e~.I-e~UapAUaw
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J,reP? >Q.l"S ("'Fmf.lu"",,,q llm!A '[em! qnsa "s"ID!
~U"'B~dWdd !"'B~"'BldS "'BAU"'Bnl ~U"'B.IO U"'Bp) mqasrai }{BU"'B

p"'BP U!f!dS "'Bd~ '}[nqnd d'}[ SOdS'}[d!P n"Bl"'B '"'BAU!p"'Bqpd

trednptqox ~'U"'B~!P '}["'BP!l }{BU"'B ~U"'B.IOdS "'BMq"Bq

U"'BU!W"'Br '!p"'Bqpd trednprqas U"'B~unpll!Pdd S"Bl"'B }{BH 'J
'}{BU"'B

l"'B}{Bq U"'BP l"'BU!~ U"'B~UdP !"'BnSdS "'Bl.IdS "'B'}[d.IdW "'B!Sn U"'Bp

U"'B~U"'Bl"'BWd'}[U"'B1UdP !"'BnSdS ~U"'BA !S"'BS!U"'B~.IO'}[nludqwdW

U"'Bp !"'BW"'BP"'B.I"'B~dSjndurropoq "'BS!q }{BU"'B"'BMq"Bq U"'BU!W"'Br

'!"'BW"'BP "'B.I"'B~dS jndumspoq U"'Bp !S"'BS!U"'B~.IO.Idq '}["'BH'd

uerepeqpad

'}[dl'}["'B.Id-'}[dl'}["'B.Id U"'B'}[U"'B1"'BfUdW W"'B1"'BPU"'BU"'BP"'BIdld'}["'Bl.IdS

U"'B~U!qW!q 'U"'BlIj.I"'B~Udd 'traautqtnad U"'B'}[PdqWdW W"'B1"'BP

aru ~U"'B.IO'}["'Bq!1~~UdW U"'Bp !"'BW"'BP"'B.I"'B~dS"'BAUU"'BU!'}["'BAd'}[

U"'B'}[U"'BI"'BfUdW'}[rlun ~U"'Bru U"'B,}[Pdq!P }{BU"'B "'BMq"Bq

U"'BU!W"'Br '"'BW"'B~"'B.IdqU"'BP '!U"'B.InU !l"'Bq.Idq '.I!'}[!Wdq }{BH 'p

'"'BAUU"'B~U"'Bl"'BWd'}[

l"'B,}[~U!l U"'Bp msn U"'B~UdP ransos "'B'}[dP.IdW "'B.I"'B~dS

!s",ds>j"'''q nRl, i"d"pu"d UIDj.rnnl"llu"m~"d"p '1mun
l"'Bddl ~U"'BA dWSIU"'B'}[dW U"'Bp ~U"'Bru U"'B'>Il"'Bd"'BPUdW}{BU"'B

1
d"'BHdS U"'B'}[HS"'BWjW 'q"'B.Id"'BP U"'BU~U"'Bqwdd U"'B"'BU"'BS,}["'BIdd

S"'Bl"'B}{BU"'BU"'B~U!llddd'}[ U"'BpU"'B"'BP"'B.Idqd)JIn)J~U"'BAUdW ~U"'BA

"'BW"'Blruai "'B,}[d.Idj U"'B~U"'BpU"'BdU"'B~U"'BpU"'BdU"'B'}[!"'BdW"'BAUdW

U"'Bp radapuadrsq rsdsp '}[nlun ('}["'BUV tnruog
I

dWS!U"'B'}[dW !n1"'BIfw rmra) }{BU"'Bdenas S"Bl"'B}{Bq U"'BU!W"'Br

'l"'Bd"'BpUdd U"'B'}[.I"'BnId~Udw U"'Bp !Sd.Ids,}[d.Idq }{BH '~

I . 0mrep"">j

U"'B~UdP !"'BnSdS '}[jU"'B S"'Bl!lUdP! uaqqntnad "'Bl.IdS Insn-I"'BS"'B

U"'Bd"'BP~~Udd ne:~"'B '13W13U !S13Ind!U"'Bw '13!Sn !S13Ind!U"'Bw

'I"'B~dH !SdOP13 'rU"'B.IO U"'B~U"'B~"'Bp.Idd urodas U"'Bl13q"'Bfd'}[

}{BpU!l !"'B~"'Bq.IdqFP '}["'BU"'BU"'B~unpun.Idd U"'Bp U"'Bq"B~d~Udd

)Jnlun WdlS!S I!l'}[dJd 13.I"'B~dS 13AUU"'B1"'B~dq U"'B'}[!lS"'BWdW

'S"Bl!lUdP! U"'B~unpu!I.Idd '}["'BH'q
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UB::>J.I!+"BM"Bl{::>J!P
UB::>Jq;:)Ioq.I;:)d!p

qnqurru
~UBA

'IDn::>Jnq
UB~U;:)P UBd"Bp"Bq.I;:)q ::>J"BU"B"B::>J!+;:)::>J::>JnS"BID.I;:)lUBS"B.I;:)::>J;:)::>JUBp

I
JH"BU!wJ.I::>JS!P ~IA u"Bn::>J"Bp;:)dUB:>p"Bd"BpU;:)IDsnreq "BdUBl

::>J"BU"BJ"B~"Bq;:)s f::>J!S!SOd!P qeIsn.I"Bq d"Bl;:)l snsrupj ~U"BA
tsaruts ru"BI"BP ::>IjUV '"BAuUJ"BI"B!SnUBID UB~U;:)P "Blli'8S ~U"BA

"B!SnUBID J"B~"Bq;:)i::>J"BUBUB:>p"BdID;:)U;:)ID'::>JJ"BqUB~U;:)P areoos

U"B::>Jn::>J"Bp;:)d!p::>J"BUBdanss "BMqeq UBU!ru"Br '"B!SnU"BID
Il"Bq"BlmID UB::>JIfjPP;:).I;:)ID n"Bl"B JM"B!SnUBID ::>J"BPH 'lli'8f;:)::>J

~UBA UJ"BIUBwnrnq~u;:)d UBp UB"BS::>J!AU;:)dJ.I"Bp saqcq ::>J"BH'q

's!+"B.I~ "B.I"B~;:)S!S"BW.IoJU! UBUBA"BIs;:)S::>J"B~U;:)ID::>J"BU"B

u"B::>Ju~unID;:)ID ~U"BA J"BP"BID;:)ID qeIIDnf ru"BI"BP "BUBmS

UBp S"BlmS"BJ UBjFP;:)AU;:)d UBp ~U"BS"BM"B~u;:)dUBp UBU!fJ.I;:)d

"B~"BqID;:)I UB"B!P;:)S.I;:)ld::>J~}I"BUB ~"Bq !S"BW.IoJU! UB::>J"BA"BI;:)::>J
"BJ.I;:)lJ.I::>J~U"Blu;:)l U¥nlu;:)l;:)::>J !qnl"BID;:)ID !S"BW.IoJU! "B!p;:)Au;:)d
"BMqeq UBU!ru"Br '::>J"BA"BI~UBA !S"BW.IoJU! S"Bl"B s;:)s::>J"B::>J"BH'~

'"BAU~UBqID;:)::>J

'"Bnl ~U"B.IO l~"Bq s"BllS"Bdpv, I ,~~l

snraq "B.I"B~;:)Unt! "BU;:).I"B::>Jq;:)Io '::>J"BUB"Blli"8ln uaqnsasuod

UB::>J"Bdn.I;:)ID "B,.I"BnI;:)::>J UB~un~uH UBp "Bnl ~UB.IO

j"Bnl ~UB.IO q"BM"B~U~U"Bl UBp UB~U!qID!8 '"B
]!+"Bw;:)lN .UBqnS"B~U;:)d UBp "B~mnp)I UB~un::>J~Un '0'0'1

'S"BlmS"BJ UB::>J"B!P;:)AU;:)ID

UBl"B~u;:)d UB::>Jn::>J"BI;:)ID
U"BP

I
/I"lHJUO'l 're!SOS 'lfUO'l 'WBf" mre:mgQUIDj1j1lS!d.Igl 1j1llglgS

"BAUBnl ~UB.IO UB~U;:)P ::>J"BUBneqID;:)::>J UB::>JnID;:)l.I;:)dID;:)ID

'!s"B::>JIDun;:)H '~

'::>J"BUB~"Bq ::>JJ"Bq.I;:)l

U"B~u!+u;:)d;:)::>J ::>Jilun .mqasrcr UBqeS!ID;:)d !Ien~;:)::>J nru

~UB.IO J.I"Bp UB::>J~sFdFP qojoq ::>J"BP!+::>J"BUB"BAudFSUJ.Id nped
'"Bnl ~UB.IO J.I"BpqesFd.I;:)l ~UBA ::>J"BUV'q

'"B~1DfBUB-::>J"BUBd"Bp"Bq.I;:)l traqnsafiuad ru"BI"BP
IUBlHns;:)::>J ~UBA "Bnl ~U"B.IO ~"Bq !S"BlInsuo::>J "Bl.I;:)SUBq!+"BI;:)d

I I



- Ll-

· 7 'UB-eJsnuemd~ raqmreur

UB~q-epUd.Idm rp 'VA-eJsnUBm ~PJl 'm-efd~ ~UBA

UBn~-eI.Idd u-e~-ed-epUdm ~PJl ~-eUB d-eJldS u-e~nS-emdm

·UB.I13lUBldUddtrap UBS-e.Id~d}l '1

'UB~UnpUH.Idd UB~-ed-epUdm UBp
I

-eA~q-~q Jqnrdd.Idl (VS}l'1) ~UV J-eJSOSUB-e.Idlq-efdSd}l

-e~-eqmd1 JP -eP-e.Idq ~UBA ~UB-~UB UB~JlS-emdm

'-eI-e~.Idqursoas treredurouad u-en-efuJJ. 'q

'~UB ~J-eq.Idl

UB~UnUddd~ JjdP BA~UBqmd~ qnqtnru JS-en[8AdJp

UBp '(BIB~.Idq araoas ~UJ.IOlJuOm) rrenredjp 'UBHPB~Udd
Iuadcieuod JnljIdm n~BI.Idq ~UBA UBnludld~ UBp

UB.InlB.Idd UB~Urp ransas UB~UB[8fJp ~UBA (JSdOpB) ~UB

U13lB~~UB~UddUBUBA13I-eAUUB~.re~~UdIdS.Idl UB~!lSBmdm

'(!SdOpB) ~UB UBlB~~UB~Udd '~

'BA~UBqmd~ qnqurru UBdBq-el

UBp B!Sn ransos ~UB dBp-eq.Idl UBqnS-e~Udd UB~Pdqmdm

ndurmn ~UBA lB~dP.Idl lBqB.Id~ n13l-e aru ~UB.IO

~mmdm ~PJl .rsuaq-rausq ~UBA ){BUB-~UB d-eP-eq.Idl

JHBU.Idl[8 uBqni-e~Uad -eAUUB~.re~~ualdS.Idl UB~HsBmam

·-e~.renIa~ UB~Ul~~UH trap u-e~q-eS!d!p -es~d.Ial ~UBA~UV 'J
'~UB UBB.Idlq-efaSd~uaqnuourcd urepsp

qB.IaBp q13lUPjmad UBp UBq-e.Inld~/Bsap trarad-trarad

UBl-e~Udd 'B~.IinIa~ qBldlaS ~UB lB~dP.Idl UB~un~~uH

J-e~Bqas lB~.reASBm Bl.IaS UB.Iad UB~B~~UJUdm
IUB~UdP ndurntn ~Bpn BAUBnl ~UB.IO undpjsatn
I

B.Idlq-efas JS!PUO~ urapsp d13lal ~UB UB~!lS-eUIam

'~UB ~Bq UBB.Idlq-efasa~ UB~Un~na 'd

'Pd~dU ,nI a:>[nBlB q-e.Ia-ep .ranj d~ BAUq-e.IdBPJ.IBP

IB~an nraoas UB~qBpU!d!p ~PH ~UB BMq-eq UB~!lSBUIaUI

'[8~am nreoss ~UB UBqBPU!UIad 'p

'B.re~dU qBMBf ~un~~U13l q-eIBP-e

!-lajj,m .ranj !P jPlllaq uru 8UlllO Buare>! rrera 'BjBruas.raq



-8!-

foTlM:efjlUnlr.lu'iaq '1nlOn 'l"rre UIDjdTl!SJadmaw mros
:>[etm tmndumwi)f trap 'le~"Bq 'l"BU!W tm)f~tmqw~~u~w

)fnlun uanjruroq U"B)f!p!pu~d "B~"Bqw~I"BM.q"Bqtm~pS"BW~W

°tm)f!p!pu~d tranjnj, 0q

°q"Bl0)f~stm~un~~uH 1P tmS"B.I~)f~)ftrap 1S"BU1wP)fs1P

"BAtmP"B aduei S"BlH"Bn)f.I~q ~tmA tmqp"Bpd trap

tm)f!p!pu~d s~s}[8 tm)fl"Bd"Bpu~w :>[etm dauas tm)fpS"BW~W

°tm)f!P!pu~d 0"B

°"BA"Bpns:

U"Bl"B!~~)ltrap '~tmn1 nl:>fBM. tml"B"BJtmW~d 'tm)f!P!PU~d °t,,~ol

°U"B~un)f~uH.raptrais trap 'U"B~p!pu~d

.repums 'tml"Bq~j~)f .I"8PtmlS '1Z!~ .I"8PtmlS 'dnprq tredaraq

"B!sn J~U!+I~dWiW ':>fBtmtmP"BW~)f tm)fun.Inu~w .qoiuoo

'I"8!SOS U"BP J"B.I,W 'IBnlJ.!!ds 'Mu~w ')f1sy J"Bq urapap

trednprqax !~~UP.I~l .I"8PtmlS radaouctn :>[etm tm)fpS"BW~W

Odnp!q .reptrmg 0p

°"Bps~)fW"Bfrp S"Bws~)fumf "BAtmP"Bq"B{"BPB"BAuqOluOJ

°!"8P"BW~W ~,A u"Bl"Bq~s~~ JS"BlmS"BJ "BAtm!P~S.I~l

"Bl.l~S "BAU~tmqW~)f qnqurru traqrunqsx tm~u~p

ransas jlrreA [B1S0SumuallfBfasa'l w>t<llI!l SlllTl traururs]'

mres S~S:>fBtm)frBd"BPU~W)fnlun :>[etm dauos tm)fpS"BW~W

°U"Bl"Bq~s~)f !S"BlmS"BJ trap tmtmA"BI J"B!SOS treumrap o~

"'1reqJal jlrreAiSlll![Bn'l .repuais rrejluap mras !s"B.illalOpal

U"BPJJsu~q~.Idi0)f "B.I"B~~S:>fBtm~Bq tml"Bq~S~)f tmtmABI

-tmtmA"BI "BAlm~~U~I~S.I~l trep S"BlmS"BJ "BAtm!P~S.I~l

tm)fpSBW~W °U"8l"Bl[~S~)f tmtmA"BI U"BP U"Bl"Bl[~s~)l0q

°"BAutm"B.I~lq"Bf~S~)f

rqnuadrcr trap IJ"BW!S~"8W~tmA U"BlBq~S~)ftmu'SA"8I "8+I~S

S'SlmS'SJ 'SAUBJPrS.I~lumrafuaur mrss '"B)f~.I~Wtraqrunqas
tm~u~p ranscs rtmA ~Hqnd tmtmA"BIS~S}{"Btm~"Bdepu~w

s'Slmq"BS!p ~ puazuad :>[etm danos tm~pS"8W~W

°S"8lmq'SS!p~tmptmAu~d :>[euV0'S

·tm"B.I~lq"Bf~S~)ltrap .I"BS"BGtml"Bl[~S~)l 0£0~01
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/'iJueA ueue'iJueujd 'ue'l"Plll'I UmmSllUl"UI trap J!llll!o[ds'l"
!SBnl!S urejap jPBlaq :>£BpnlB~B :>£Bue-:>£BuedBpBqlal
UBSBMB~Uad UjP ueqB~a~uad BAuepB ue~nSBwaW

snraq qBlUpajad ·BAuu!BI (VMS) :>£BUB~runqlal
UBB~a~ad ~nlufq !B~13qlaq trap 'B~~Ul3l qaurru 13~a~ad

'~BUBBfla~ad 'i~nO~.IBU ~of 'rens~as B~a~ad UB~WBf!p

13AUreS!W!nqBli~W umum ~ueA ~al:>£Bld°rewndo nraoss

~UBqwa~ qnqinl ~nlun !S13U!~S!P !urere~uaw trap
BAusas:>£BlBqureqlal 'UB~allal 'ureotrarar ue13p13a~urapsp

Iaparcq :>£Bueue~q13qaAuaw ~ueA !SWUO~BAUBpBq!SBW

·!SBl!olds~a !SBnl!Surapsp :>£BuV.~
o(UBl13qBfa~mraptd :>f8pun~pd !pBfuaw

~UBA:>f8ue) wl~nq UB~uap ~muo~laq ~ueA ~BUB !~13q

!SlaAW SBlPOp1 UBp jtraroasar ueUPBa~ BAUuB~dBlalW
UB~nSBwaw trap 'lBf13MBlB~as BA~ueqwa~ qnqtnru SBlB

I~!Bq ~ueA sas~ trap UB~unpuHlad ue~BdBpuaw umxnq
ue~uap uedapaqraq ~UBA:>£BUB-:>£BUBBMqBq ue~nsBwaw

·mn~nq ue~uap tradapaqraq ~UBA:>£BuV0q

·BAUlBS13p:>£Bq-:>£Bq~qnuadlallB~B snsrupj UB~unpuHlad

ue~BdBpuaw npod (BAU!B~Bqas trap 'ueUB:>£BW

traqaq 'q!Slaq l!B 'qBlo~as) lBSBP treqrunqex traqnuetnad

S13lmSBJ uepL 113~~un lBdwal/qns13~uad/Bn~UBlo
ue~uBnqa~ nua ~ ramrap tsaruts !urere~uaw. ~UBA:>£Bue

°lBlnlBp !S13nl!Surapsp :>f8UV°13
°snsnl{)l ue~unpuHlad °s00°1

o~BUB

lB~Bq UBplBU!i ue~uap ransos BABpnqUBpruas Ul3lB~a~

~nlun ~UBnl nl[M.. U~13BJUBwaw rednp trap raqarpspaq
~nlun nl:>f8M ~mwaw :>£BUB13MqBq ue~nsBwaw
°13A13pns uel13!~a)l trep ~UBnl nl:>f8.M. uel1313Ju13wado~

°ue!Bureplad

lB~u13was urelP B!Unp uenfBwa~ ~nlun BW13sB~a~aq
UBp 'n'8W.Ioq~uaw ~U!reS 'UBlalol ~UBAuednp!qa~ Bp13da~
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!'(VTIll
:>[BUV }reAB'1 B O)!/U~lBdnqB}! uaunsuaqurad u-e:>[BuBs)JBl~w

qaraep "BABdn uB)Jpnfl1M.aw ueIBf ueguap lf8IBPB gU!SBW

-gU!SBW lf8.laBp !P :>[BU"B-:>IBu-e!gunpuHaw trap :>IBqrqnusuraur

nrao undapv ':>IBuV u-egunpuH.lad u-e"B.lBggU~PAU~dgu-eP!q !P
I

ue:>IBnqa)J u-e)J"BrS:>IBPW trap :>IBue:>IBquaqnuamed ururafuaur
)Jnlun qBMBf gu~guel.Iaq trap ueq!fBMa)J.laq ("BlO}!/ualBdnqB)!

U"BP 1SU!A0.ld) q-e.l~BP lf8lupawad undrratn qmupaurad

BMlf8q u-e)JsB1auaw ':>IBUV u-egunpuH.lad gu-elual (:;00(:;

unlf8~ £(:; .lOWON gu-epun-guepun SBlV traqnqruaj gU"'B:}ual

'1710(:; urrqej, ~1.lOWON gu-epun-gu-epun U"'B:>I.l"'Bs"Bp.las:

I '"BlO){/ual"BdnqB}{lf8ABI1M
Iruans BPBd ':>IBUB :>IBq-:>IBqtraqntranrad }{nlun uB}{nfnl!p
Igu-eA treunfitrequrad U"'BlB~a}{trap W"'B~o.ld 'u-e:>IBf!qa)J:}{nluaq
I

W"'BIBP'u-eu~,qwad 1SUaA.lalU1trap ~al"B.llS '!s!uyap W"'BIBPa}{

umxnq B)Jgu-e.la)Jip-eP (PUqJ aql JO slqg!~ aql uo uOlluaAuoJ)

:>IBUV:>IBH-:>IBH!SUaAUO}! !SBW.lOJSu-e.llBA"Bdn npad lf8.l"'Bguaw

gu-eA "'B:}O)J/ual"Bdnq"B}{traqmutraurad JllB!S!U! unfitraquratn

lf8I"BPB V'1}! u-eguBqUIaguad tranjnj, '":>IBu-e :>IBq-:>IBq

traqnuaurad )J1un rmlB~a)J trap urarsord 'rm:>IBnqa}{ W"'BIBP

u"'B:}nfrmp}{.laqrp qrunpAuaUI nraoas BrmOua.lal gUBA Blf8sn

B!Unp trap lB:>IB,BAS"BUI'lf8lupaUIad "BA"Bp.laqUInsUBp uaunnnox

rm}{!SB.lgalU~UiUI gu-eA BlO}{/ual"BdnqB}{ tratmfitraqtnad

UIalS!S" lf8IBp"B (V'1)1) :>IBUV :>IBAB'J BlO)l/ual"BdnqB)I

':>IBuV:>IBAB'J"'B:}O)l/ualBdnqB}! rmll.laguad '1'£'1

°l['BUVU'BiU~pun.tad U'BP l['BH u'BlInuamad 'Bf.tal[ 'Bl[3u'B.tal{ °e01

·gi!SBw-gU!SBW "BAUrmBA"BO.lada}{trap "BSBlf8q

'BA"Bpnq llBUI:>I1iaw )Jnlun BAU:>IBqU!W"'Bf!p!SBIOSpal trap

SBlPOU!UI }{odUIoIa}{trap :>IBUB-:>IBUBBMlf8q UB}{llsBUIaUI

'!SBI0Spal

UBp SBlPOU!UI }{odUIola)J WBIBP )JnS"BUI gU"BA :>IBuV'P

·IsBflIalU!a.l trap u-egu-elnUIad BpBda}{BggU!q
I

IB!SOS !S"'B:}mqBqa.l'u"'B:}Bqasa)JuBrmABI trap !BInUI lBdal
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I~[fI[JB VlDI j[fIP !P ml>ll"U1lUlll!P "U1l1IIfBjj"qas ",,,jjau
Ueq1f13.M.d:>yf:repuyw U"B}{BU"BS}{BPWnara U"B:>Y1Sl3:1.udWdIdw1~udw

:>yn:j.un l{~unS-l{~UnS.Idq 13.Il30dS 13A13dn.Idq

U"BVP mSdUoput l{l3:j.UJ.IdWdd nra urepsp 131sduopuI 1P :>y13Ul3~L~, I
}{Bl{-}{Bl{Ul3:>ynf13WdW'131sduopuI 1P }{BUl3 :>y13l{-}{Bl{Ul3:>ynf13WdW

U13p 1~unpUHdW 'n13W.IOl{~UdW '!l{nUdWdW :>yn:j.unUl3q!f13.M.d:>y.Idq

131sduopuI 13.Il3~'N Sn13WO:j.O13.Il30dS 13~~U1l{dS VIDI 1S13:>YUn13.IdW

l{13p:j. ~Ul3A 13.Il3~dU n:j.13S l{l3I13S !l3~13qdS 131sduopuI

I 'VTII .I!:>t1d.InIV '0'£'1
I

'(V'DI Ul3~Ul3qWd~Udd Ul3}{Bf1qd)l~Ul3:j.Ud:j.1100 unqaj,
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d13p13l{.Id:j.Ul3Hn~ddd:>Y!:>YmWdW~Ul3Anqasn 131unp U13~Ul3I13:>y13:j..IdS
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Sebuah daerah pasti akan membangun daerahnya.

Adapun penyusunan RAD-KLAbukanlah untuk mempengaruhi
.1. b d ah alazi b ..orientasi pem angunan aer ap agi mem uat orientasi

1pembangunan alternatif yang berbeda dari biasanya, sama
I

sekali bukan. RAD-KLAini lebih ditujukan bagi semakin

kuatbya nilai tawar dan keberadaan anak (sebagai salah satu

wargl masyarakat sipil dalam usia yang masih belia) untuk

diper~imbangkan juga dalam pelaksanaan pembangunan

daerJh, baik secara langsung maupun tidak langsung. Hal

utaJa yang perlu diperhatikan dalam penyusunan RAD-KLA

adalJh semakin terukurnya upaya-upaya pemerintah daerah di

dalru1 pelaksanaan pemenuhan hak dan perlindungan anak di

d J1- . .aeran masmg-masmg.

I Pesan lain dalam pelaksanaan perwujudan Kabupaten
I

Layak Anak di Kabupaten Bombana ini adalah semakin

kuat~ya keterlibatan anak. Sebagaimana prinsip partisipasi

anak dalam KHA,maka dalam proses penyusunan RAD-KLAini

anak atau forum-forumanak akan dilibatkan secara aktif mulai

dari melakukan pemetaan permasalahan anak di semua
kecamatan, mencari solusi alternatif termasuk mendiskusikan

perJ-peran aktif dari anak dan Forum Anak Kabupaten

Bom~ana berupa program dan kegiatan pemenuhan hak dan

perliJdungan anak di Kabupaten Bombana selama
1pelaksanaan RAD-KLA.

Rencana Aksi Daerah (RAD)Kabupaten Layak Anak dari

Kabupaten Bombana ini harus selaras dengan rencana

pemJangunan nasional dan daerah, serta terintegrasi ke dalam

mekJnisme perencanaan daerah, termasuk strategi dan arah

kebijkkan daerah sebagaimana tertuang di dalam Rencana
IPembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)Kabupaten

Bom~ana.

Secara spesifik, tujuan dari Rencana Aksi Daerah (RAD)

KLA dari Kabupaten Bombana ini arlalah!
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1.5. Landasan Hukum.

a. P~s~ 28B Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun
I

ll45;
b. Undang-undang Nomor4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan

Jak'I '
c. Uidang-undang Nomor 20 Tahun 1999 tentang Pengesahan

ILp Convention No. 138 Concerning Minimum Age for

A1~ission to 15 Employment (Konvensi ILOmengenai Usia
Minimumuntuk Diperbolehkan Bekerja];

I
d. undang-Urang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Hak Asasi

MI .anusia;

a. Untuk meningkatkan komitmen pemerintah daerah,
I '

masyarakat, dunia usaha, media massa, kalangan
akahe~isi, lembaga-lembaga dan ikatan-ikatan profesional

sertb. pihak-pihak lain yang terkait dalam pemenuhan hak

dan!perlindungan anak di Kabupaten Bombana;

b. unJuk mengintegrasikan seluruh potensi dan sumberdaya

dae~ah yang ada, mulai dari sumberdaya manusia (SDM),

anJgaran dan dana daerah, sarana dan prasarana, ekonomi,
I

sosial dan kekayaan budaya lokal serta ilmu pengetahuan

dJ ~eknOlogiyang dimiliki pemerintah, masyarakat dan

duAia usaha di Kabupaten Bombana dalam pemenuhan hak

dJ perlindungan anak;
c. Un~uk mengimplementasikan kebijakan perlindungan anak

I
melalui perumusan strategi dan perencanaan pembangunan

I
Kabupaten Bombana secara menyeluruh dan berkelanjutan

seJuai dengan indikator-indikator Kabupateri/Kota Layak
IAna.k;dan
Id. Untuk memperkuat peran dan kapasitas pemerintah
I

K~bupaten Bombana dalam pelaksanaan pembangunan
bidang perlindungan anak.
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e. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Pengesahan

ILd Convention No. 182 Concerning the Prohibition and

ImJrrediateAction for The Elimination of The Worst Forms of
I

Child Labour (Konvensi ILO No. 182 mengenai Pelarangan

dJ Tindakan Segera Penghapusan Bentuk-bentuk Pekerjaan
ITe,buruk untuk Anak);

f. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang

peJlindungan Anak, sebagaimana telah diubah dengan

UJdang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan
IAtas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang

Pe}lindunganAnak;
Ig. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem

Pehdidikan Nasional;
Ih. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentangI .

Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga;

i. UJdang-undang Nomor23 Tahun 2006 tentang Administrasi

KJpendudukan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-
IUndang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas

U~dang-Undang Nomor23 Tahun 2006 tentang Administrasi
IKependudukan;
IJ. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem

Pdradilan Pidana Anak;
Ik. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

pJmerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali

dihbah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun
I

2020 tentang Cipta Kerja ;

1. pJraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1988 tentang Usaha
K~sejahteraanAnak bagi yang MempunyaiMasalah;

m. pJraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib
B~lajar;

n. plraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang
Rfncana pembrnan Jangka Menengah Nasional Tahun
2020 - 2024;
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o. Peraturan Presiden Nomor 2 5 Tahun 2021 tentang
I .

Kebijakan Kabupaterr/Kota LayakAnak

p. Kephtusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang RatifikasiI ;
Korrepsi Hak Anak;

q. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan

PeriindUngan Anak Nomor 3 Tahun 2011 tentang Partisipasi

An~ dalam Pembangunan Daerah;

r. Per~turan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan
PertindUngan Anak Nomor 4 Tahun 2011 tentang Petunjuk

TeJnis Pelaksanaan Partisipasi Anak dalam Pembangunan
IDaerah;
I '

s. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan
I '

Pe,lindungan Anak Nomor 5 Tahun 2011 tentang

Pemenuhan Hak Pendidikan Anak;
It. Pe~aturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan

Pe,lindungan Anak Nomor 10 Tahun 2011 tentang Kebijakan
Penanganan Anak Berkebutuhan Khusus;

u. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan

Petlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 11 Tahun

20111 tentang Kebijakan Pengembangan Kabupaterr/Kota
LayakAnak;

v. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan

pe~lindungan Anak Republik Indonesia Nomor 12 Tahun

2911 tentang Indikator Kabupateri/Kota Layak Anak;

w. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan

pJrlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 13 Tahun
I

2~11 tentanj Panduan Pengembangan Kabupaten / Kota
LaYakAnakt
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1. Kabaena 103,57
I

2. IKabaena Utara 132,97
I
I
I

3. Kabaena Selatan 129,2
I
I

4.
j

Kabaena Barat 39,43
I

5. KJbaena Timur 121,25
I

6. IKabaena Tengah 275,58
I

7. Rumbia 58,99
I

8. IMataoleo 108,53
I

9. !IKepulauan Masaloka Raya 2,66
I

10. Rtimbia Tengah 21,11
!

11. IRarowatu 166,81
I

12. IRarowatu Utara 239,4
I

13 Lktari Jaya 285,01 II
I --

Tabe12.1
Luas Wilayah dan Persentase menu rut Kecamatan

I Kabupaten Bombana
I

Umum Kabupaten Bombana

Bombana merupakan salah satu kabupaten di Daerah

Tenggara yang terletak di Jazirah Tenggara Pulau

Sulawesi, dengan ibukota Kabupaten di Rumbia. Pada awalnya
I

terbentuknya, IKabupaten Bombana terdiri atas 6 wilayah kecamatan.
Namun sejak tahun 2007 telah tetjadi pemekaran sejumlah Kecamatan di
Kabupaten Bombana seiring dengan tuntutan otonomi daerah (Undang-

!
Undang Nomon 22 tahun 1999). Terdiri dari 22 kecamatan, 121 desa, 22

kelurahan dati Luas wilayah 15.153,47 km", yang terdiri dari wilayah
Idaratan seluas ± 3.316,16 km2 atau sekitar 21,880/0 dan sisanya
I

merupakan wilayah perairan laut yang luasnya ± 11.837,31 km2 atau
I

sekitar 78,12°/6.Secara rind nama kecamatan dan luas wilayahnya dapat

dilihat pada TJbel berikut ini:

BABII
PENDAHULUAN
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Ka:M"~JNOA.N

H.iN(~ANA TAtA HUANG VVILAYAU KAUUPATCN UOMUANA
PROV.NSI SU\..AWc;'SI TCNOGARA

TAHUN :;ro," - ::10:1'

Untuk lebih jelasnya, Ketinggian wilayah diKabupaten Bombana

dapat dilihat pJda peta dan Tabe12.3.
Gambar2.3

Peta Kemiringan Kabupaten Bombana
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1911 Poleang Kelurahan Boepinang
I
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13 Poleang Selatan Desa Waemputang
I

14 PoleangTengah Desa Paria
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50Desa TedubaraKabaena Utara
I
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25Keluraha DongkalaKabaena Timur
I

5

104Desa LengoraKabaenaTengah
I

4

14Desa BatuawuKabaeha Selatan
I

3

25Desa BaliaraKabaena Barat
I

2

Ketinggian < .....
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1 Kabaena Kelurahan Teomokole

I
53

a. Ketinggian Lahan
Berdasafkan ketinggian lahan, persentase luas tanah ill

Kabupaten BOjbana menurut ketinggiannya dari permukaan air laut,

meliputi: 17,580/0 berada pada ketinggian <7 meter diatas permukaan
I

laut(dpal), 15,200/0 berada pada ketinggian 8-25 meter dpal, 22,840/0
berada pada ketinggian 26-100 meter dpal, 33,0% berada pada

ketinggian 1011-500 meter dpal, dan 11,37%) berada pada ketinggian

>500 meter dfal. Kabupaten Bombana dapat dibagi menjadi 3 wilayah

menurut ke~ggian lahan sebagaimana dapat dilihat pada Tabel dan

Gambar berikut:

I Tabe12.5
Tinggi Wilayah Diatas Permukaan Laut (DPL)Menurut

I Kecamatan di Kabupaten Bombana
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Gambar 2.5
Peta Itetinggian Kabupaten Bombana I

"~ ,,-4~
-;_,~" .

RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN BOMBANA
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

TAHUN2011 ·2031

PETA
....'>'0' .... '""..... KETlNGGGIAN

Desa Tongkoseng 37

Kelurahan Poea 23

Kelurahan Kasipute 24

Desa AnekaMarga 31

Kelurahan Taubonto 153

Desa Toburi 52

Kelurahan Bambaea 13

Ketinggian
Wilayah (m)

16 PoleangTimur
I

17 PoleangUtara
I

18 Rarowatu
I

19 Rarowatu Utara
I

20 Rumbia
I

21 Rumbia Tengah
I

22 Tontonunu
I

I
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Gambar 2.6
Struktur Tanah Kabupaten Bombana ,

2.2.2. Geologi
a. StruktJr dan Karakteristik

Secara keolOgicKabupaten Bombana sebagian besar merupakan

bagian dari ~lau Sulawesi dan Pulau Kabaena serta ditambah dengan

beberapa puiau kecil lainnya. Pulau pulau ini sangat labil karena
dilintasi pa~an kerak bumi lempeng Pasifik dan merupakan titik

tumbukan antara Lempeng Asia, Lempeng Australia dan Lempeng

Pasifik.
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3. Satuan beku sedimen, letaknya tidak selaras diatas satuan

batuan metamorph, terdiri dari konglomerat, batuan gamping

kalkarenit, batu gamping non plastik, batu pasir kuarsit, batu

asbak, kan batu pasir gamping.

4. Satuan beku metamorph, terletak tidak selaras diatas satuan

batuan gunung api, terdiri dari sekis, batuan gamping kristalin

dan batu asbak.
I

Sedangkan jenistanah yang terdapat di Kabupaten Bombana

terdiridari Dystropeps, Eutropepts, Fluvaquents, Haplustults,

Humitropepts, Hydraquents, Paleustults, Tropaquents, Tropofluuenis,

Troposammehts,Tropudults, Ustropepts.Jenis tanah yang mendominasi

daratan Pulau Kabaena adalah Eutropeptssedangkan di daratan Pulau
I

Sulawesi didominasi oleh tanah Euiropepts, Tropodults, Ustropepts.

Kondisi jeniJ tanah di Kabupaten Bombana dapat dilihat pada tabel

berikut:(

h. Formasi Batuan
Kondisi batuan wilayah Kabupaten Bombana Propinsi Sulawesi

Tenggara ditinjau dari sudut geologis terdiri atas batuan sedimen,

batuan metaborfosis, dan batuan beku. Secara umum, batuan

penyusun daerah Kabupaten Bombana dapat dibedakan menjadi 4

satuan batuJ yang secara stratigrafis terdiri atas:

1. Satuan endapan alluvium, merupakan satuan termuda yang

berupa alluvium yang membentuk daratan pantai, banjir,

gundukan sungai, atau daratan antar bukit.

2. Satuan batuan beku, merupakan bantuan intrusi yang

menerobos satuan batuan yang terbentuk lebih tua, terdiri dari

batuan 'beku ultra basa dan batuan beku mafit.,
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1.527,88Kec.PoleangUtara
2.550,50

">. ....'
7.106,89Kec.Poleang'~elatan

. ...."..,' .

3.028,50Kec.PoleangTimurI
3 CAT laemputang

7086"., '. , ,
5.526,81

4.818,21Kec.Lantari Jaya,
CATfinanggea

i

2

22.295,09
". ". .

Kec.Tontonunu 3.634,59 35;020,09
c-

I :
?' CATEw!6langka

'c, t:: .••.•T.:I " ..... . /

..... .. .:

Kec.Pole?TIg <;. 9.090,40'....

Sumber Lokasi Luas I Ha Total
I

No

Waemputang dengan potensi air tanah tersebar. Seain cekungan air

tanah ( cekungan ewolangka), sumber mata air yang ada di Kabupaten

Bombana lainnya dapat di lihat pada tabel sebagai berikut :

I Tabe12.7
Kawasan Oekungan Air Tanah (CAT)Kabupaten Bombana

I

Sumber: Badan'Informasi Geospasial, Bakosurtanal, analisis GIS 2014

I
c. Potensi Air Tanah

Kabupaten Bombana mempunyai potensi kawasan air tanah yang

memberikan berlindungan yaitu cekungan air tanah (CAT)terdiri dalam

satu kewilayb kabupaten yaitu cekungan Ewolangka, Tinanggea,

Sedimentary
I

I Presentase
Jenis Tanah Luas (Ha)I (persen)

Tabe12.6
Kondisi Jenis Tanah di Kabupaten Bombana

J
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I
2.2.3. Hidrologi
a. DaerahiAliran Sungai

Berdas~rkan peta hidrologi Kabupaten Bombana yang berada

pada jazirah Sulawesi Tenggara, maka terdapat beberapa satuan unit

batuan terkait dengan air tanah sebagai bagian langsung dari system

daur/eiklus ~ta air di daerah ini. Kondisi tata air di Kabupaten

Bombana secara umum terdiri atas aliran air permukaan dan aliran air
tanah. Aliran air permukaan yang ada berupa Off Stream (Daerah

Aliran Sung~) dan In Stream (badan air yang teraliri air). Pada aliran

air permukaJn· di Bombana daratan terbentuk oleh 3 (tiga) polaradian

yang masin~-maSing berpusat di Kecamatan Poleang, Kecamatan

Rarowatu, dhn Kecamatan Rumbia membentuk kerucut; serta yang

berada di ,IajI Kabaena hamper setiap sungai membentuk SWS dan
Sub SWStersendiri.

Rencana Sistem Sumber Daya Air di Kabupaten Bombana dapat

di lihat gamJar berikut ini:I

12.607,33

Kabupaten Bombana dan

Kabupaten Konawe

Selatan

I
CATifinanggea

Kabupaten Kolaka dan

Kabupaten Bombana
I

CATEwolangkaI .

3 .

42.733,502

35.380,31
Kabupaten Bombana

I
CATjangketada

Tabe12.8
Kawasan Cekungan Air Tanah CATLintas Kabupaten

I
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I Gambar2.7
Peta Rencana Sistem Sumber Daya Air Kabupaten Bombana

I .
b. Sungai

Kabupaten Bombana juga memiliki beberapa sungai besar yang

cukup potJnsial untuk pengembangan pertanian, irigasi dan

pembangkit kJ:1.agalistrik,di antaranya dapat di lihat dalam tabeI2.9. 7

~- -._".

RENCMlA TATA RUANG \o'VILAYAUKAOUPATEN OOMOANA
PROVmSI SULAWESI TENC;CARA

TAHUN 2012·2032

Keter:lngJ11

"

~ \.~~~~,

PETA
R(NCA'~A SISHM
SUI.tGCROAVAAIR
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a. Iklim

Kabupaten Bombana yang merupakan bagian dari Daerah
Provinsi Sula~esi Tenggara pada umumnya beriklim tropis dengan
suhu rata-rata antara 25°C - 31°C. Seperti halnya daerah lain pada

bulan November sampai Maret angin bertiup dari benua asia dan

samudera pa~ifik mengandung banyak uap air yang menyebabkan

tetjadinya hJjan di sebagian besar wilayah Indonesia, termasuk

Wilayah Kab. Bombana. Sedangkan musim kemarau terjadi antara

bulan juli dan oktober, dimana pada bulan ini angin bertiup dari benua
australia yang sifatnya kering dan sedikit mengandung uap air. SepertiI .
halnya daerah Sulawesi Tenggara pada umumnya, di Kab. Bombana

angin bertiUp:dengan arah yang tidak menentu, yang mengakibatkan
curah hujan yang tidak menentu pula, dan keadaan ini dikenal sebagai

. I bmusim pancaro .a.
b. Curah Hujan

Secara umum rata-rata curah hujan dan banyaknya hujan

mengalarry fluktuasi dari tahun ketahun dan dapat dilihat pada tabel

berikut :t

Debit ( Liter /Detik )Nama SungaiNo

Tabe12.9
Besar Debit Air

51
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2.2.5. Penggunaan Lahan

a. KawasJn BudidayaI ;
Berdasaran penggunaan lahan di Kabupaten Bombana di

klasifikasi d~am 3 kategori yaitu pertanian lahan sawah, pertanian

bukan lahan sawah, dan bukan lahan pertanian. Dalam 5 (lima)tahun

terakhir, dapat dilihat bahwa terjadi konversi lahan menunjukkan

adanya dinJnika pemanfaatan lahan dimana terjadi peningkatan
konversi lah.in dimana lahan sawah cenderung mengalami penuruna;!

98
I
, Pos Hujan 1.014 851 1.325 96 1.325 151 1.172 108 1139
Polean_ .. ~Q___ L_ __J___ ____!.__L. L__ _L_ _L .I.__ ___L L_ _L__,

Sumber: Bombana Dalam Angka, BPS 2020

Kelemblpan udara rata-rata di Kabupaten Bombana pada bulanI . .
Agustus dan September mencapai 85 persen, sedangkan kelembapan

terendah terjddi pada bulan Februari yang mencapai 44 persen. Suhu

udara rata-rata minimum terendah terjadi pada bulan Agustus yaitu

21,3°Cdan suhu udara rata-rata maksimum yang tertinggi terjadi pada

bulan OktobJr yaitu mencapai suhu 34,5°C. Khusus untuk wilayah

Kecamatan ~baena/Kabaena Utara dan Kabaena Timur suhu rata
rata berkisar 17°C sampai 21°C. Untuk tekanan udara yang tertinggi

terjadi pada bulan September mencapai 1.015,2 milibar dan yang

terendah terjadi pada bulan Maret yaitu hanya mencapai 1.011,0
milibar.

63

63
! Pos Hujan
I,' Kabaena
Timur ~----_+--~_+------~----_+------~----~ __--__l __----+_----~---
[pos Hujan
I Poleang>,
I Timur ,:.,-

101

II PosHujan Hari
I-'--=:.=L::=-J Hujah !---==:ll.==--j

! POSHU-j-an~..-+~==L_F-~41~~==l-+-~~~~==~~~~+-~-2-4~~--~--~~---

i Kabaena . ...
I Utara

I . Tabe12.10
Rata-Rata Curah Hujan dan Banyaknya Hari Hujan
Di Kabupaten Bombana Tahun 2015 dan 2019I :---------~--------~~------------~------------._------------r_--~__~-

2015 I 2016 2017 2018 2019
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305.63

2

331.61

6

305.60

8

302.60

8

331.61

6

331.61

6

331.61

6

239.18913.245

239.11813.289

239.12113.289

236.12113.289

279.17214.936

261.41610.925

Sumber : Bottibana Dalam Angka Tahun 2020 {

261.41610.925

53.194

53.201

53.198

53.198

37.508

59.275

59.275

" NOll

Sawah''I Sawall"
. '

Perranian Non

,i Penggunaall Lahan (Ha) '.

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

7

6

5

4

3

2

1

Tabe12.11
Penggunaan Lahan di Kabupaten Bombana
I Tahun 2013 - 2019

luasan. Namun demikian pada tahun 2015 kembali terjadi peningkatan

luas lahan sawah sebagai akibat adanya program nasional berupa
I

cetak sawah barn di Kabupaten Bombana, akan tetapi pada tahun

2016 kembali terjadi penurunan, hal ini dikarenakan berdasarkan

konfirmasi yang!dilakukan dengan pihak BPS Kabupaten Bombana,
temyata di dapatkan hasil bahwa luasan sawah yang terdapat di tahun

2015 merupJan perpaduan potensi lahan sawah dan luasan sawah

yang perhitunkannya disatukan. Hal tersebut dapat dilihat pada tabel

berikut:
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pertambangan; pariwiata; dan lain-lain dengan berpedoman pada
Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Bombana wilayah

potensi untuk dikembangkan menjadi:

a. Pusat Kegiatan Pertambangan di Kabaena, karena masuk dalam

Kawasan Strategis Provinsi (KSP) Kabaena-Torobulu-Wawonii

(KARONI),yang ditetapkan sebagai Pusat Kawasan Industri

Pertambangan;
I

b. Kawasan ~erkebunan Tebu dan Industri Gula di Lantari Jaya, Mata
Usu, dan loleang Tengah;

c. Kawasan Agropolitan di Lantari Jaya;

d. Kawasan +dUStri Rumput Laut di Masaloka KepuJauan;
e. Kawasan lerdagangan dan Agropolitandi Poleang;

f. Kawasan Pariwisata AIam Laut di Pulau+!

industri;dikembangkan sebagai seperti: pertanian; perikana;

h. Kawasan Lindung

Berdasarln.· deskripsi kondisi geografis (Letak, Luas dan Batas
I

Wilayah); kondisi geografis; kondisi kriminologis; kondisi geologi;

kondisi hidrologo; perluasan lahan; dan kondisi georafis lainnya), dapat

diidentifikasi wilayah mana yang memiliki potensi untuk

S4



kopi;

kelapa; l3)
4)

Kawasan Hutan Lindung, yaitu kawasan yang mampu

memberikan perlindungan kepada kawasan sekitar maupun

bawahannya sebagai pengatur Potensi Pengembangan Wilayah di

Kabupaten Bombana dibagi dalam beberapa sector unggulan, yaitu:

a. Sektor pkrtanian

Pada sbctor pertanian, terdapat beberapa jenis tanaman yang

yang cocoku~tuk dibudidayakan, antara lain:
1) padi saJah;

2) kakao;

Gambar 2.8. Peta Rencana Kawasan Strategis
. Kabupaten Bombana

Sumber : Rencana Tatat Ruang Wilayah Kabupaten Bombana

Tahun 2013-2033

I i~('-:::"7'xlRE CANA TATA RUANG \NIl-AYAH KABuPATEN BOMBANA
, It~;~,-7.·-'11 PROVINSI SULAWESI TENGGARA
I L5~j_"___.~.,._. .:J\.H_UI':I~~?~:l:.~~:~ ....__. _ . _. . .L .. ~ _ _._ __".~..~__ _. . __.~.___ ..._,._.. ,. .. . ___,.,, ._..~_._ ,"_~._~_ _._ _ __._..__._. __ ..~..__..

PETARENCANA
KAWASANSTRATEGIS

I
I
I
}

I
I
!
I
I
I

I
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b. Sektor Peternakan
Di Ka~upaten Bombana, terdapat beberapa wilayah yang

potensial unthk dikembangkan menjadi kawasan peternakan, terutama

sapi dan Jerbau karena didukung oleh ketersediaan padang

penggembalab, yakni: Padang Balanteo seluas 11.000 Ha, Padang

Totole seluas 7~000Ha, Padang Pajongang seluas 11.500 Ha, Padang

Babamolingkuseluas 1.000Ha dan Padang Gomaseluas 3.000 Ha.

c. SektorpJrikanan
KabupJten Bombana memiliki wilayah perairan laut sekitar

11.837,31 ~2 yang dapat dimanfaatkan sebagai kawasan perikanan

tangkap. Sellin itu, sebagian wilayahKabupaten Bombana merupakan

wilayah pesi~ir yang sangat potensial untuk dikembangkan menjadi

kawaan periJanan budi daya.
Id. Sektor Pertambangan

wilayJ Kabupaten Bombana mengandung potensi beberapa
Ilogam dan batuan untuk diolah, anatara lain: nikel, marmer, batu

permata, dan!pasir kuarsa.

e. Industri Gula

Wilayah Kabupaten Bombana yang sangat potensial untuk

menjadi pubat industri gula nasional, karena didukung oleh

ketersediaan lahan yang luas dan permintaan gula yang besar. Saat

ini, telah ada perusahaan dalam negeri yang melakukan investasi
I

untuk mendirikan industri gula di Kabupaten Bombana. banjir dan

erosi serta m~meliharakesuburan=t
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5) cengkeh;

6) nilam;

7) lada; dan

8) jambu m~te.



Gambar 2.9. Peta Rencana Pola Ruang
Kabupaten Bombana

Sebagian besar berupa sisa-sisa bahan organik yang tertil dalam

waktu yang IIafna dan belum terurai. Kawasan Resapan Air adalah
kawasan yang .mempunyai kemampuan tinggi untuk meresapkan air

hujan sehingga merupakan tempat pengisian air bumi (aquifery yang

berguna sebdgai sumber air.
I

f. WilayahRawanBencana

BerdasJkan karakteristik wilayah, dapat diidentifikasi wilayah

yang berpoterisi rawan bencana alam, seperti gerakan tanah, Banjir,

GempaBumi, Tsunami abrasi, longsor, kebakaran hutan dan lain-lain.
I1)Kawasan rawan gerakan tanah

Fakto~penyebab teIjadinya gerakan pada lerengjuga tergantung
I

pada kondisi batuan dan tanah penyusun lereng, struktur geologi,

curah hUjan!, vegetasi penutup dan penggunaan lahan pada lereng

tersebut, namun secara garis besar dapat dibedakan sebagai factor

alami dan manusia. Kondisi alam yang menjadi factor utama terjadinya

longsor antara lain. Kondisigeologi: batuan lapuk, kemiringan lapisan,

sisipan lapisk batu lempung, struktur sesar dan kekar, gempa bUmi'l

RENCANA TA"'A RUANO VVILAYAtt ~;~~~:~';..N
I

PROV,NSf SULAVVESI "!I!: ."-,
'TA.,tUN 20"'13 .. ,i

" - _-. - - . - ,_. - .....- ..__ ..... _ ~-..-. .,_' ,_ - "

Sumber: Rencana Tatat Ruang Wilayah Kabupaten Bombana

Tahun 2013-2033.
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stratigrafi dan gunung api, Iklim j curah hujan yang tinggi, Keadaan

topografi : lereng yang curam, Keadaan tata air : kondisi drainase yang

tersumbat akumulasi massa air, erosi dalam, pelarutan dan tekanan, I •
hidrostatika, dan Tutupan lahan yang mengurangi tahan geser,

misalnya tanJ kritis.
Mengen~ Gejala umum terjadinya tanah longsor di antaranya

Munculnya retakan-retakan di lereng yang sejajar dengan arah tebing,

Biasanya teIjahi lsetelah hujan, Munculnya mata air baru secara tiba

tiba, dan Tebing rapuh dan kerikil mulai berjatuhan Kawasan rawan

tanah longsor terdapat di Kecamatan Poleang Timur, Rumbia Tengah,

Kabaena Tengah, Kabaena, Poleang Tenggara, Rorowatu, Rumbia,
I .

Mataoleo, Kabaena Utara, Kabaena Barat, Kabaena Selatan, Masaloka

Raya, Rarowalu' Utara, Poleang, Poleang Utara, Tontonunu, Poleang

Barat, Rumbia Tengah, Kabaena Tengah, Kabaena Timur, Lantari Jaya,
IRarowatu u,a, Matausu, Poleang Selatan, PoleangTengah.

2) Kawasan Rawan Banjir
Banjir disebabkan oleh curah hujan yang tinggi dan di atas

normal, sehingga system pengaliran air yang terdiri dari sungai dan

anak sungai alamiah serta system saluran drainase dan kanal

penampung banjir buatan tidak mampu menampung akumulasi air

hujan sehinJa meluap. Kemampuanjdaya tamping system pengaliran

air berkurang akibat sedimentasi, maupun penyempitan sungai akibat

fenomena alam dan manusia. Secara umum pada sebuah system aliran

sungai yang memiliki tingkat kemiringan (gradien) sungai yang relative
I

tinggi (lebih dari 30%) apabila di bagian hulunya terjadi hujan yang

cukup lebat, maka potensi terjadinya banjir bandang relative tinggi.
Tingkat kemiringan sungai yang relative curam ini dapat dikatakan

sebagai faktor "bakat" atau bawaan. Sedangkan curah hujan adaIah

salah satu fac~orpemicu.
IPenggundulan hutan di daerahtangkapan air hujan (catchment

area) juga menyebabkan peningkatan debit banjir karena

debitjpasokan air yang masuk kedaIam system pengaliran air menjadi
ti . hi I 1 . k' aI' uJnggl se mgga mearnpaur apasitas peng rran dan menjadi pemic/



terjadinya erosi pada lahan euram yang menyebabkan terjadinya

sedimentasi di ~ystempengaliran air dan wadah air lainnya. Disamping

itu berkUranghya daerah resapan air juga berkontribusi atas
I

meningkatnya debit banjir.
Pada daerah permukiman dimana telah padat dengan bangunan

sehingga tingkat resapan air kedalam tanah berkurang, jika terjadi

hujan dengan durah hujan yang tinggi sebagian besar air akan menjadi

aliran permukaan yang langsung masuk kedalam system pengaliran air

sehingga kapaJitasnya terlampaui dan mengakibatkan banjir.
Kawasah rawan banjir di Kabupaten Bombana terdapat di

Keeamatan Rukbia, Keeamatan Rumbia Tengah, Keeamatan Rarowatu,
IKeeamatan Kabaena Barat dan Keeamatan Rarowatu Utara.

3) Kawasanj Rawan Rawan Bencana Gempa Bumi

Berdasarkan Peta Seismotektonik Indonesia, seeara regional

WilayahKabuJaten Bombana terletak pada Zona Sumber Gempa bumiI .
Samudera Pasifik. Lajur penunjaman (Palung Samudera Pasifik) yang

terletak di sebelah timur laut wilayah Pulau Buton menjadikan wilayah

ini rawan bencana gempa bumi. Analisis regional menunjukkan

kemungkinan akumulasi energi yang terjadi pada jalur penunjaman

dapat menjadi pemicu terjadinya gempa bumi akibat pelepasan energy

akumulatif tersebut. Selanjutnya energy ini akan merambat lebih eepat

melalui patjan-patahan yang terletak pada satu system dengan

episentrum.

Kondisi geologiwilayah Kabupaten Bombana merupakan salah

satu variable utama dalam menentukan tingkat kerawanan beneana di

wilayah ini. Sistem patahan dan kondisi litologimerupakan media yang
mampu menghantarkan gelombang gempa ..ke wilayah-wilayah di

sekitar titik eJisentrum. Daerah-daerah yang harus diwaspadai terkait

dengan bencana gempa bumi adalah daerah-daerah pada system

patahan siklin dan antiklin terutama pada daerah perbukitan yang
I

memanjang di tengah-tengah Kabupaten Bombana yang ditutupi oleh

batuan yang bersifat lepas (unconsolidated), yang pada umumnya

berumur+!
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4) Kawasan Rawan Bencana Tsunami

Terkait erat dengan kejadian gempa bumi, maka di wilayah

Kabupaten Bo~~ana juga berpotensi terjadi tsunami apabila gempa

diikuti oleh perpindahan material di bawah laut akibat longsoran

ataupun akib~t goncangan (shaking) gempa sendiri. Sistem palung

yang berada dl Laut Banda merupakan zona lemah yang berpotensi
adanya runt~han material di dasar laut. Apabila terjadi

perpindahan/lhngsoran material di palung atau system patahan yang

sejajar dengan palung di SamuderaPasifik dan Laut Banda akibat

proses tektoni~, maka terdapat kemungkinan akan terjadi gelombang

tsunami yang mengarah kurang lebih kearah pesisir timur dan selatan.
I • .

Adapun Klasifikasi zona rawan bencana tsunami terdapat tiga zona

yaitu:
a) Zona Kerawanan Tinggi, yaitu Wilayah dengan jarak garis pantai

50 m, seJanjang pantai dengan ketinggian kontur kurang dari 10

mdpl.
b) Zona Kerawanan Menengah, yaitu daerah sepanjang pantai

dengan Jontur ketinggian 10 - 15 m dpl, dengan kemiringan

lereng cutbp terjal.

c) Zona Ker~wanan Rendah, yaitu wilayah sepanjang pantai dengan

ketinggiJ 15 - 30m dpl, dengan morfologicuram dan relief tinggi

atau berbFt, dan daerah ini dapat dimanfaatkan untuk evalruasi
dan lokasi pengungsian.

Kawasan rawan Tsunami di Kabupaten Bombana terdapat di
Kecamatan KJbaena Timur, Kecamatan Kabaena Selatan, Kecamatan

IPoleang Tenggara, Kecamatan Kabaena Selatan, Kecamatan Kabaena

Timur, dan Kebamatan Masaloka Raya.

2.3. Potensi Pengembangan Wilayah

Berdasarkan pola ruang dalam RTRW Kabupaten Bombana,

Kabupaten B~mbana dibagi menjadi 2 fungsii kawasan yaitu kawasan

lindung dan kawasan budidaya (lihat gambar peta). Dalam kawasan
budidaya daplt di kembangkan serta di manfaatkan untuk mendukung
pembangunarJ, kesesuaian kawasan untuk kegiatan bUdidaya./



TOTAL

24.473

48.579

44.160

81.823

8.285

207.320

LUAS(Ha)JENIS HUTAN

Tabe12.12
Luas Hutan di Kabupaten Bombana
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3)

2)

3

4

.5

NO.

Sumber data: BPS Kabupaten Bombana

2.3.5. Kawasan Peruntukan Pertanian
Kawasan!Peruntukan pertanian terdiri atas kawasan peruntukan
. I k k·pertanian mraman pangan, awasan peruntu an pertanian

holtukultura, kawasan perkebunan, dan kawasan peternakan.

1) Kawasan!Peruntukan Pertanian Tanaman Pangan

Kawasad peruntukan pertanian tanaman pangan terdiri atas

pertaniJ lahan basah dan pertanian lahan kering. Kawasan

pertaniab .lahan basah merupakan kawasan pertanian yang

tersedia air secara terus menerus sepanjang tahun dan cocok

untuk komoditas tanaman padi dengan cirri pengolahan tanah

sawah.

Kawasan peruntukan pertanian holtikultura

KawasaJ peruntukan pertanian hortikultura ditetapkan

pengelOI~annya untuk kegiatan pertanian lahan kering dalam

meningk~tkan produksi pangan dengan tetap memperhatikan

kelestarikn lingkungan. Lokasi kawasan peruntukan pertanian

hortikulJura tersebar diseluruh kecamatan.

KawasaJ Peruntukan Perkebunan

KawasaJ perkebunan adalah kawasan pertanian yang sesuar

untuk Jomoditas tanaman tahunan dengan memperhatikan

asas-asds konservasi dengan tujuan untuk memanfaatkan

potensi laban yang sesuai untuk kegiatan perkebunan daJam!

'>Hutan Produksi Terbatas
, l
.Hutan Lindung

j i-Itttarl ~onyersil Suaka AlcUri
:. , c

Hutan Produksi Tetap
'. '" ,., -I··

:·.HutanP oduksi Konversi



b)

a)

5)

meningk~tkan produksi perkebunan dengan tetap

memperJatikan kelestarian lingkungan.

Kawasad atau lokasi perkebunan tersebar diseluruh wilayah di

KabupatJn Bombana dan tidak diatur berdasarkan komoditi

tertentu namun disesuaikan dengan potensi/kesesuaian lahan,

terdiri atas komoditas kakao, kopi, kelapa, cengkeh, tembakau,

nilam, laka,dan jambu mete.

KawasaJ Peternakan

KawasaJ peternakan adalah kawasan yang diperuntukkan bagi

peternakan besar keeil dan unggas. Kawasan ini merupakan

kawasanj padang rumput atau semak belukar cukup luas
(minimum dua hektare) yang diperuntukkan bagi mereka yang

melepasJan dan sekaligus memelihara ternak. Lokasi untuk

kawasan peternakan diutamakan pada tanah yang tidak
produktif dan terpisah dari lahan pertanian penduduk
ki Ise itarnya.

Lokasi Jawasan peternakan baik ternak besar (komoditas sapi,
kuda, dan kerbau), ternak keeil (komoditas kambing) dan unggas

(komoditks ayam,itik) tersebar diseluruh kecamatan

Kawasad.peruntukan perikanan

Kawasad. peruntukan perikanan adalah kawasan yang

difungsJan untuk kegiatan perikanan baik darat maupun laut

dan seg~la kegiatan penunjangnya dengan tujuan pengelolaan

untuk rhemanfaatkan potensi lahan untuk perikanan dalam

meningk~tkan produksi perikanan dengan tetap memperhatikan

kelestarib lingkungan. Lokasi pengembangan kawasan
I

perikanan:I .
Kawasan peruntukan perikanan tangkap

KawasJ peruntukan perikanan tangkap (laut) tersebar

dibeberJpa Keeamatan di Kabupaten Bombana.

KawasaJ peruntukan perikanan budidaya

Budidayk perikanan darat yang tersebar dihampir seluruh

wilayah kecamatan. Budidaya perikanan air payau (tambak) di(

4)
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g)

Keeamatan Rumbia, Rumbia Tengah, Lantari Jaya, Poleang

masih Banyak yang terdapat di beberapa keeamatan yang ada di

Kabupatln Bombana. Kawasan peruntukan pemasaran hasil
perikanah Tempat Pelelangan Ikan (TPI)meliputi TPIdipelabuhan

pendaratb ikan keeamatan Rumbia Tengah Kelurahan
IKampungBaru.

KawasanlMinapolitan

KawasanlPulau - Pulau Keeil.

Kawasa~peruntukan pertambangan;
Kawas, peruntukan pertambangan di Kabupaten Bombana
termasuk dalam pertambangan mineral dan nikel dan lain-lain

yang terhiri atas kawasan peruntukan pertambangan mineral

(logam dan non logam) dan nikel. Pembagian (deliniasi) lokasi

kawasan potensi tambang (Kawasan Peruntukan Pertambangan)

atau Wilayah Usaha Pertambangan (WUP)di reneanakan seluas
I

191.534,88 Ha serta wilayah pertambangan rakyat WPR) di
Irencanakan seluas 613,43 Ha.

Kawas1 peruntukan industri;
Kawasai ini merupakan kawasan yang diutamakan untuk
menampung kegiatan industry yang pematangan tanah dan

penyediab sarana sepenuhnya dilakukan oleh pengusaha

kawasan industri. Kawasan peruntukan Industri di Kabupaten

Bombana meliputi:

- KawJsan peruntukan Industri besar

KawJsan peruntukan Industrimikro, keeil dan menengah.

K I 1 ..awasan peruntu (an pariwisata

pengemJangan kawasan peruntukan wisata meliputi:

KawJsan peruntukan pariwisata alam lautfbahari
KawJsan peruntukan pariwisata alam pegununganfhutan

KawJsan peruntukan pariwisata sejarah dan budaya

KawJsanperuntukan pariwisata buatant

e)

d)
e)
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Dengan luas wilayah daratan 3.316,16 km-', serta jumlah

penduduk yaAg terus bertambah sehingga mempengaruhi tingkat

kepadatan peJduduk. Pada tahun 2014 tingkat kepadatan penduduk

kabupaten Bobbana sebesar 48 jiwaj'km-menjadi 47 jiwaykm- pada
tahun 2019, ybg berarti kepadatan penduduk mengalamipenurunan.

Adapun Kec~tan yang memiliki tingkat kepadatan pendudui

Gambar 2.11
Peta Kawasan Budidaya Kabupaten Bombana

I2.4. Demografi

Jumlah penduduk di Kabupaten Bombana pada tahun 2014
mencapai 159697 jiwa yang terdiri dari 80.586 laki-Iaki dan 79.111

perempuan. Sementara pada tahun 2019 berjumlah 157.116 jiwa

dengan jUml~ laki-Iaki sebanyak 80.138 jiwa dan perempuan
I

sebanyak 76.178jiwa. Untuksex ratio di Kabupaten Bombana dalam

kurun waktu 2014 hingga 2019 tidak mengalami pergeseran di angka

102. Hal ini benunjukan bahwa di Kabupaten Bombana rata-rata
I

untuk setiap 100 penduduk perempuan, terdapat 102 penduduk laki-

laki.

HtNCANA IA'A HUANc..;WILAYAH KAHUI-'AltN HUMHANA
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

TAHUN ::011 - ::031

rr::;TA
KA'rlVA3At-I LINDU'iO &
!KAVVAS-AN BULltO'AVA .
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I TAHUN
KECAMATAN

I 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Kabaena I 3.264 3.368 3.474 3.585 3.677 3.367

Kabaena Utara I 4.205 4.339 4.477 4.622 4.741 4.287

Kabaena Selatan 2.986 3.082 3.180 3.282 3.366 3.502
I

Kabaena Barat I 8.584 8.857 9.137 9.431 9.674 8.077

Kabaena Timur I 7.634 7.877 8.126 8.387 8.604 7.975

Kabaena Tengah 3.939 4.064 4.193 4.328 4.440 4.245
I

Rumbia I 12.269 12.661 13.061 13.482 13.831 12.004

Mata Oleo I 6.979 7.201 7.429 7.668 7.866 7.482

Kep.Masaloka Raya 3.413 3.522 3.633 3.750 3.848 2.810
I

Rumbia Tengabj 7.282 7.514 7.752 8.001 8.208 7.407
Rarowatu I 7.131 7.358 7.591 7.835 8.038 6.825

Rarowatu Utara 8.428 8.697 8.971 9.261 9.503 7.407
I

Lantari Jaya I 8.614 8.888 9.169 9.465 9.711 8.744

Matausu I 1.448 1.494 1.541 1.591 1.632 1.903

Poleang Timur I 10.435 10.768 11.109 11.467 11.763 10.538

Poleang Utara I 11.975 12.357 12.747 13.158 13.499 11.507

Poleang Selatan 7.564 7.806 8.053 8.313 8.528 7.302
I

Poleang Tenggara 4.300 4.437 4.577 4.725 4.847 4.461
I

Poleang I 16.356 16.877 17.411 17.971 18.434 14.978

Poleang Barat I 12.910 13.321 13.742 14.185 14.522 12.768

Tontonunu I 6.016 6.208 6.404 6.610 6.782 5.630 II
t:

tertinggi yaitu Kecamatan Kepulauan Masaloka Raya sebesar 1.283

jiwaj'km? ditahun 2014 menjadi 1.506 jiwaj'km-di tahun 2019

sedangkan uAtuk wilayah kecamatan yang memiliki kepadatan

penduduk terendah ada dua yaitu Kecamatan Matausu yaitu dimana
I

untuk tahun 2014 sebesar 3 jiwa/kmadankecamatanlanteri Jayapada

tahun2019 seJesar 4 jiwaykm-.

Tabel.2.13

Jumlah Penduduk Menurut Kecamatan di Kabupaten Bombana

I Tahun 2014-2019
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I Kecamat Penduduk 2014 Penduduk 2019 Rasio Jenis
I Laki-I Perempu Laki- Perempu 2014 2019I an
Kabaena 1.5611 1.703 1.626 1.598 91,66 101,75
Kabaena 2.136' 2.068 2.202 2.168 103,24 101,57,
Kabaena 1.367j 1.619 1.866 1.949 84 95,74
Kabaena 4.11~ 4.470 4.331 4.107 92,04 105,45
Kabaena 3.64~ 3.991 4.321 4.073 91,28 106,09

i

I Kabaena 1.92~ 2.015 2.192 2.162 95,48 101,39
Rumbia 6.187j

,
6.082 5.651 5.464 101,73 103,42

Mata 3.383 3.596 3.673 3.809 94,08 96,43,
Kep. 1.712 1.701 1.827 1.840 100,65 99,29

I

Rumbia 3.67Q 3.612 3.654 3.264 101,61 111,95
Rarowatu 3.70~ : 3.430 3.158 3.133 107,90 100,80,

Rarowatu 4.963 3.465 5.177 3.609 143,23 143,45
I

I Lantari 4.58q 4.034 4.388 4.026 113,53 108,99
Matausu 8051 643 1.081 943 125,19 114,63
Poleang 5.195 5.240 5.181 5.227 99,14 98,18

I

Poleang 6.13~ 5.846 5.463 5.226 105,19 104,54
Poleang 3.74] 3.823 3.801 3.861 97,86 98,45

I

Poleang 2.144 2.156 2.473 2.227 99,44 109,09
I

Poleang 7.928 8.428 7.209 7.566 94,07 95,28
I

Poleang 6.550 6.360 6.059 6.188 102,99 97,92
I

Tontonu 3.17~ 2.837 2.871 2.634 112,05 109,00
Poleang 1.964 1.992 1.934 1.904 100,10 102

I

Jumlah 80.51 79.111 80.1 76.978 102 A 102,26
Sumber: Kabupateti Bombana Dalam Angka, BPS 20191(

Tabel.2.14
Jumlah P,endudukMenurut Jenis Kelamin dan Rasio Jenis

KelaminPer Kecamatan di Kabupaten Bombana
I Tahun 2014 dan 2019

Sumber: BPS Bombana Dalam Angka, 2020
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Poleang Tengah I 3.986 4.113 4.243 4.380 4.493 3.906

Jumlah I 159.718 164.809 170.020 175.497 180.035 157.165



Sumber: Kabupaten Bombana DalamAngka, BPS 2020

Struktu1 penduduk menurut usia sangat ditentukan oleh
perkembangan tingkat kelahiran, kematian dan migrasi. Oleh karenaI

I
Jumlah Kepadatan

Luas
No Kecamatan penduduk pendudult

I Uiwa)
(km2)

Uiwa/km2)

1 Poleang I 14.978 115,39 130

2 Poleang Timur 10.538 101,55 104
I

3 Rarowatu I 6.825 166,81 41

4 Rumbia I 12.004 58,99 203

5 Kabaena I 3.367 103,57 33

6 Kabaena Timur 7.975 121,25 66
I

7 Poleang Barat 12.768 325,05 39
I

8 Mataoleo I 7.482 108,53 69

9 Rarowatu UJtara 7.407 239,4 31
I

10 Poleang Utara 11.507 237,27 48
I

11 Poleang Selatan 7.302 89,88 81
I

12 Poleang Tenggara 4.461 133,51 33
I

13 Kabaena Selatan 3.502 129,2 27
I

14 Kabaena Barat 8.077 39,43 205
I

15 Kabaena Utara 4.287 132,97 32I .
16 Kabaena Tengah 4.245 275,58 15

I
17 Kepulauan] Masaloka Raya 2.810 2,66 1056

18 Rumbia Tengah 7.407 21,11 351
I

19 Poleang Tehgah 3.906 41,69 94
I

20 Tontonunu' 5.630 131,14 43
I

21 Lantari Jaya 8.744 285,01 33
I

22 Matausu I 1.903 456,17 4

Jumlah I 157.125 3316,16 47,3816

TabeI2.15.
Data LuasWilayah, Jumlah Penduduk dan Kepadatan

IPenduduk Berdasarkan Kecamatan Tahun 2019
I
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-
13.911

11.600

9.904

7.527

5.703

12.429

9.771

7.469

19.816

17.856

15.600

14.784

15.720

14.496

17.120

14.507

13.992

16.232

Jumlah 159.718 164.809 170.020 180.035 160.499
ISumber: Bombana Dalam Angka, BPS 2020
I

Jika dilihat dari komposisi penduduk berdasarkan kelompok

umur pada ~un 2014, dengan total jumlah penduduk sebesar

150.186 jiwa, dapat dilihat bahwa jumlah penduduk kelompok umur

produktif (15j59 tahun) sebanyak 89.796 jiwaatau 56,22 persen,

jumlah penduduk kelompok umur muda (0-14 tahun) sebanyak 54.904
I

jiwa atau 34,3r p.ersen dan jumlah penduduk kelompok usia lanjut (60
tahun keatas) I~ebanyak 9.317 jiwa atau 5,83 persen. Sedangkan pada
tahun 2019, dengan jumlah penduduk sebesar 157.116 jiwa dapat

dilihat untuk komposisi jumlah penduduk kelompok umur produktif

(15-59 tahun sebanyak 101.161 jiwa atau 64% persen, jUmlrur!

20.935

19.932

18.471

15.883

15.150

16.005

14.726

14.239

11.894

10.293

7.932

5.993

4.929

201920182015

12.692

~9.498

~8.815

f6.591

r4..•.0..59
~3.560
15.730

0-:-4

2014
i Golongan

Umur

Tabel.2.16
Jumlah Penduduk Menurut Golongan Umur
Kabupaten Bombana Tahun 2014-2019

itu jika angka kelahiran suatu daerah cukup tinggi, maka daerah

tersebut tergolbngdaerah yang banyak berpenduduk usia muda.
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2.5. Aspek Kesejahteraan Masyarakat

2.5.4. Fdkus Kesejahteraan Dan Pemerataan Ekonomi

1) pertumJuhan PDRB
I

Produk Domestik RegionalBruto (PDRB)merupakan nilai tambah
bruto seluruh barang dan jasa yang tercipta atau dihasilkan di wilayah

domestic yang timbul akibat aktifitas ekonomi dalam periode tertentu

tanpa mempe~hatikan apakah factor produksi yang memiliki residen

atau non rbsiden (BPS 2016). Hal tersebut akhirnya dapat
Imenggambarkan kemampuan suatu daerah dalam mengelola dan

menggunakan sumberdaya yang dimiliki untuk menghasilkan barang

dan jasa. Besarannya tergantung pada hasil penggunaan potensi

faktor-faktor rlroduksi seperti sumberdaya alam, sumberdaya manusia,

modal dan tbknologi serta semangat berwirausaha masyarakatnya
I

dalam melakukan kegiatan ekonomi. Perkembangan kegiatan ekonomi

Kabupaten B~mbana dicerminkan dengan PDRB, baik yang dinilai
Idalam harga konstan maupun harga berlaku.

Keberhabilan pelaksanaan pembangunan dari aspek

kesejahteraan masyarakat dapat dilihat dari capaian indicatorI

70

penduduk kelompok umur muda (0-14 tahun) sebanyak 59.338 jiwa

atau 37,76 pJrsen dan jumlah penduduk kelompok usia lanjut (60

tahun keatas) ~ebanyak 4.929 jiwa atau 3,13 persen.

Untuk cbgka beban ketergantungan (dependency ratio) pada

tahun 2014 hibgga 2015 tidak mengalami perubahan yaitu 67 artinya

dalam 100 orJng usia produktif (15-60 tahun) menanggung beban 67
orang pendudhk non produktif (0-14 tahun dan 60 tahun keatas).

Sedangkan pa~a tahun 2016 dan 2017, mengalami penurunan dimana

angka ketergJtungan penduduk usia produktif sebesar 65 dan 57 dan

kembali meng1ami peningkatan angka dimana tahun 2018 dan 2019

mengalami pehingkatan beban ketergantungan menurun menjadi 64

dan 67 atau uhtuk 100 orang penduduk usia produktif menanggung 67

orang pendudJk usia non-produktif.



6,233,212,52 7,73

2016 ~2017 2018 2019

Laju Pertumbuhan .PDRB.Kabupaten
·B6mbana A1:a~DasarHarga K()n~tan

2010 Menui'ut Lapangan Usaha (Persen)

Tabe 2.17
Pertumbuhan Sektor dan PDRBKabupaten Bombana

I . Tahun 2015-2019
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kesejahteraan dan pemerataan ekonomi, kesejahteraan sosial, serta

seni budaya dan olahraga.

Pertumbhhan ekonomi merupakan salah satu indicator makro

untuk melihat kinerja perekonomian secara riil di suatu wilayah.

Pertumbuhan bkonomi dapat dipandang sebagai pertambahan jumlah

barang dan ja~a yang dihasilkan oleh semua lapangan usaha kegiatan

ekonomi yang ada di suatu wilayah selama kurun waktu satu tahun.

Dengan kata lain, indicator ini digunakan untuk melihat produktivitas

berdasarkan Jada perkembangan volume produksi barang ataupun

jasa. pengukJrannya menggunakan data PDRB Atas Dasar Harga
I

Konstan (ADHK)dengan tahun dasar adalah tahun 2010. Berdasarkan

harga konstah 2010, nilai PDRB Bombana pada tahun 2019

menunjukkan peningkatanya itu mencapai 4,72 triliun dari

sebelumnya 4,r4 triliun rupiah di tahun 2018 (Lampiran tabeI2).

Fakta ini menunjukkan bahwa selama tahun 2019 terjadi

pertumbuhan ekonomi sebesar 6,16 persen. Laju pertumbuhan yang

terlihat cukup signifikan pada tahun 2019 yaitu kategori konstruksi
I

yang mencapai 8,86 persen. Sedangkan kategori lapangan usaha yang

memiliki laju pertumbuhan terkecil adalah kategori Pengadaan air,

Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang yaitu sebesar 1,50

persen. Kondisi ini masih dalam taraf wajar sejalan dengan kebutuhan

masyarakat tbrhadap output dari lapangan usaha ini yang tidak

signifikan penbbahannya. Laju pertumbuhan PDRBBombana dalam
I

kurun waktu 2015 sampai 2019 secara keseluruhan tersaji pada tabel

berikut:
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, ,: F' .: [
.. .; ..LajuiPertiirribllnan PDRB Kabupaten

j Bombana Atas Dasa.r·Harga Konstan
r~i~ n

2010 MenurufLa.pa.l1.ga.n Usaha (Perseri)

2015 2016 2017 2018 2019

Perikanan I
Pertambangan dan

9,14 -1,14 13,29 6,48 6,61
Penggalian I

Industri pengOl~an 8,48
10,3

5,33 3,43 2,91
I 2

Pengadaan Listrik dan Gas 13,84 6,72 5,46 2,67 7,11
I

Pengadaan Air, IPengelOlaan
6,39 8,90 1,74 5,93 1,50Sampah, Limbah dan Daur

I
Ulang I

I
Konstruksi I 20,03 9,13 3,56 6,60 8,87

Perdagangan Besardan
10,2

Eceran; Repara6i Mobildan 6,86 4,56 9,75 5,65

Sepeda Motor I
9

Transportasi dan

Pergudangan I
9,83 9,37 4,91 8,47 6,96

Penyediaan Akomodasi dan
Makan Minum I '

14,61 9,78 5,20 7,56 4,68

f 0 d I ik ° 6,66
10,7

7,33 2,55 5,66In ormasi an Komuni asi
I 7

Jasa Keuang1 dan 8,08
14,3

4,64
Asuransi 6

2,28 6,04

Real Estate I 5,32 0,76 4,16 4,02 3,71

Jasa Perusahaan 10,17 8,20 6,60 3,92 6,36
I

Administrasi Pemerin tahan,

Pertahanandan! Jaminan 6,54 2,15 3,71 4,02 2,24
Sosial Wajib I
Jasa Pendidikah 13,88 7,95 3,59 6,66 4,79

I
Jasa Kesehatan dan 8,61 6,19 3,20 4,82 8,5~I

/l



..
4.174,33 4.443,24 4.717,Ojl3.717,02 3.918,19

5.478,86 5.929,05 6.430,604.508,89 4.929,88

I

I

ADHB(AtasDasar Harga

- Berlaku) I
r---+-~~~~--=-~~~--,_-------r--------+-------~------~~------ADHK(AtasDasar Harga

- Konstan) I

Nilai PDRB (Millar'Rupiah)
I

1

2019**
i

2018*201720162015

···········Tahun
....

. ..: J i

Uraian
. .... 1 i . ~

I

Sumber: Bombana Dalam Angka, BPS2020

Secara Jmum, seluruh kategori lapangan usaha menunjukkan

laju pertumbJhan yang positif, artinya tidak ada penurunan output

yang terjadi plda masing-masing kategori lapangan usaha. Salah satu
I

indicator tingkat kemakmuran penduduk di suatu daerab./wilayah

dapat dilihat Idari nilai PDRB per kapita. PDRB perkapita adalah

ukuran produktivitas netto perkapita, yang diperoleh dengan cara
I

membagi total nilai PDRB dengan jumlah penduduk pertengahan

tahun. Oleh karena itu, besar kecilnya jumlah pendudukakan

mempengaruhi nilai PDRBper kapita. Demikian juga halnya dengan

nilai PDRB s~ngat tergantung pada potensi sumberdaya alam dan

faktor-faktor broduksi yang terdapat di daerah tersebut. Dengan

menganggap bbwa setiap orang/penduduk berpartisipasi, maka PDRBI .
perkapita member gambaran kekuatan atau kemampuan rata-rata

setiap orang/Jenduduk dalam penciptaan nilai tambah bruto.

I TabeI2.18.
Produk Domestik Regional Bruto Per kapita Kabupaten Bombana

I (Jut a rupiah), 2015 - 2019

6,507,69 5,41 6,48PDRB I

4,524,912,547,39 7,44Jasa lainnya I
6,16

KegiatanSosial I

....Laju Pel'tul'I1Dllhan :pDRBKabupaten

.Bombana Ata.s Dasar· Harga Konstan

2010 MenllrufLapangall Usaha. (Persen) '.
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*Angka Bemeritara
I**Angka Sangat Sementara
I

Sumber: BPS Kab. Bombana

Nilai PrlRB Per kapita Bombana atas dasar harga berlaku

maupun atas kasar harga konstan senantiasa mengalami peningkatan
dalam 5 tahud terakhir. Secara nominal pada tahun 2019, nilai PDRB

per kapita per tahun mencapai 34,84 juta rupiah. Angka ini terbilang

cukup tinggi Idikarenal(an pengaruh inflasi selama tahun berjalan.

Dengan mempertimbangkan factor inflasi dalam penghitungan PDRB

(dengan asum~i tidak ada kenaikan harga dibandingkan tahun 2010),
diperoleh fak{a bahwa PDRB per kapita per tahun masyarakat

Bombana padk tahun 2019 sebesar 25,56 juta rupiah. Dengan kata

lain produktivltas masyarakat secara umum meningkat hingga dapat

meningkatkan nilai tambah aktivitas ekonomi perkapita di Bombana

sebesar 0,88 juta rupiah daritahun 2018 ketahun 2019.

Data pa~a tabel 2.18 menunjukkan bahwa peningkatan jumlah

penduduk da~ tahun ketahun sejalan dengan adanya peningkatan
PDRBperkapita yang dihasilkan setiap tahunnya, terlepas dari apakah

laju pertumbJhan PDRBini dapat memenuhi kebutuhan masyarakat

yang juga tenls meningkat. Dengan demikian, perlu adanya perhatianI

I
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I2 I PDRB Per Kapita (Juta Rupiah)
!

I

ADHB(AtasDasar Harga
27,36 29,00 31,22 32,93 34,84-

Berlaku) I
ADHK(AtasDasar Harga

22,54 23,05 23,79 24,68 25,56-
Konstan) I

-
Pertumbuhan lDRB per

4,37 2,18 3,21 3,76 3,55
I

KapitaADHK2010I .
! Jumlah Penduduk (ribu
I 3 orang) 164,81 170,02 175,50 180,04 184,57

Laju Pertumbuhan

4 Penduduk (0/0) 3,19 3,16 3,22 2,59 2,52



rata-rata nilaiinflasi 2,68tahun 2019, laju inflasi Kota Kend7

persendapat dflihat pada tabel berikut :l

Laju InflasiI :
Inflasi diartikan sebagai penurunan nilai mata uang terhadap

I
nilai barang dan jasa secara umum. Jika inflasi meningkat, maka

harga barang dan jasa disuatu wilayah juga mengalami kenaikan.

Naiknya harga barang dan jasa tersebut menyebabkan turunnya nilai

mata uang. Keberadaan inflasiini terkait erat dengan harga barang dan

jasa yang dibutuhkan oleh penduduk disuatu wilayah dan mampu
I

memengaruhi kemampuan dayabeli masyarakat. Kenaikanj'penurunan

inflasi tersebu~ dimaknai sebagai laju inflasi. sampai dengan tahun

2018, informa~i tentang nilai inflasi Kabupaten Bombana tidak dapat

diketahui secal-a.pasti. Hal tersebut dikarenakan Kabupaten Bombana

bukan merupkan representasi dalam perhitungan inflasi Provinsi

Sulawesi TenJgara. Terdapat 2 (dua) kabupaterr/kota yang menjadi

basis perhituhgan inflasi Provinsi Sulawesi Tenggara yang dapat
I

dijadikan rujukan dalam pendekatan inflasi kabupaterr/kota lainnya di

Sulawesi Ten~ara yaitu KotaKendari dan KotaBau-Bau. Karena letak

Kabupaten Bombana yang berada di daratan wilayah sulawesi yang

lebih dekat dJngan Kota Kendari maka asumsi besaran inflasi yang
digunakan di IKabupaten Bombana dapat mengacu pada nilai inflasi

yang ada di Kota Kendari dimana dari tahun 2015 sampai dengan

75

dan pengamatan lebih mendalam, mengingat kesejahteraan rakyat

sangat ditentukan oleh terpenuhinya kebutuhan dasar dari setiap

masyarakat di setiap kelompok pendapatan. Pembahasan lebih lanjut

mengenai kesejahteraan rakyat tersaji dalam publikasi Indikator

Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Bombana yang sumber data

utamanya berasal dari hasil Survei Sosial EkonomiNasional (Susenas).



perkembangan intelektual sekaligus kontribusi terhadap pembangunan

daerah. Angka melek huruf di Kabupaten Bombana pada tahun 2015

mencapai 90.98! persen. Sedangkan pada tahun 2018 AMH di

Kabupaten Bokbana mengalami sedikit penurunan menjadi 92.83%
I

Jika dibandingkan tahun 2017. AMHKabupaten Bombana tahun 2019
mengalami pen~ngkatanmenjadi 95.07%.

2) Angkapaksipasi Kasar (APK)

Angka pJrusipasi Kasar (APK)menunjukkan tingkat partisipasi

penduduk seca!raumum disuatu tingkat pendidikan. APKmerupakan

indikator yan~ .paling sederhana untuk mengukur daya serap
penduduk usia sekolah di masing-masing jenjang pendidikan.

AngkaPartisipasi Kasar PAUDPada tahun 2015 sebesar 97.37 %

Pada tahun 20\16mengalami kenaikan menjadi 9911%. Namun pada
tahun 2018 mengalami penurunan menjadi 50.580/0.

Sumber :BPS Kota Kendari, 2019

Melihat berkembangan nilai inflasi pada rentang tahun 2015-

2019, nilai ratJ - rata 2,68 0/0.
I

2.5.5. Fokus fe~ejahteraan Sosial
1) AngkaMelekHuruf (AMH)

AngkaM~l~kHuruf digunakan untuk mengetahui atau mengukur

keberhasilan p~ogram-programpemberantasan buta huruf terutama di

daerah pedeskan. Selain itu AMH juga untuk menunjukkan

kemampuan pbnduduk di suatu wilayah dalam menyerap informasi

dari berbagai bedia. Angka Melek Huruf juga dapat menunjukkan

kemampuan untuk berkomunikasi secara lisan dan tertulis, sehingga

AMHdapat dibakai sebagai dasar kabupaten untuk melihat potensi

Nasional .' ,

2,96' .. 2;55 : ,.,3,22 ....lriflasi(%)' '" 1;64
Inflasi ..3~35

1
1

Uraian '2015 2016 2017 2018 ',2019, Rata-rata
! J,'
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Tabe12.19
Nilai inflasi Rata-rata Kabupaten Bombana Tahun 2015-2019

I
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Angka Partisipasi Kasar (APK)untuk jenjang SDjMI pada tahun

2015 sebesar 115,25%. Pada tahun 2016 APK SDjMI mengalami

penurunan menjadi 106,35%. Sedangkan pada tahun 2017 APKSDjMI

naik mencapJ 109,04%. Pada tahun 2018 APK SDjMI mengalami

penurunan mehjadi 105,340/0.Sedangkan pada tahun 2019 APKSDjMI

Kabupaten Borhbana turun menjadi 99,78 %.
semental.aitu APKSMPjM.Ts pada tahun 2015 mencapai 82.50

I
0/0dan meningkat menjadi 92.80% pada tahun 2016. Pada tahun 2017

dapat dilihat Jahwa APKSMPjM.Ts sebesar 109.04% dan turun pada

tahun 2018 Jn~njadi 105.34% sedangkan pada tahun 2019 APK

SMPjMTsmen~alami penurunan lagimenjadi 99.78.%.
I •

Untuk ArK SMAjMAjSMK pada tahun 2015 mencapai 82.50%

dan metrin~~ menjadi 92.80% pada tahun 2016. Sedangkan APK
SMAjMAjSM~ Bombana pada tahun 2017, 2018, 2019 telah menjadi

kewenangan Pbmerintah Provinsi Sulawesi Tenggara.

Angka pluusipasi Mumi (APM)menunjukkan partisipasi sekolah
I

penduduk usia sekolah ditingkat Pendidikan tertentu. APM ini

merupakan Jdicator daya serap penduduk usia sekolah disetiap

jenjang pendtdikan.Pada jenjang SDjMI APM pada tahun 2015
I

mencapai 96.05% dan pada tahun 2016 mengalami penurunan

menjadi 92.6 i%.Pada tahun 2017APM SDJMI di Bombana sebesar

67.43% dan ~un 2018 sebesar 78.61%. Sedangkan APMSD/MI di
Bombana pada tahun 2019 sebesar 74.70%.

Untuk ~PM tingkat SMPjM.Ts pada tahun 2015 sebesar
I96.05%.Adapun untukAPM SMPjM.Ts pada tahun 2016 sebesar

92.61% pada {ahun 2017 menjadi 95.62% dan pada tahun 2018 APM
I

SMPjM.Ts sjbeSar 75.470/0. Sedangkan pada tahun 2019 APM
SMPjM.Tssebesar 74.7010/0.

I
APMSMtjMAjSMK pada tahun 2015 mencapai 48.60%. Pada

tahun 2016 APM SMAjMAjSMKsebesar 57.46% pada tahun 2017
I

menjadi 54.4Y/o dan APMSMAjMAjSMKpada tahun 2018 mencapai

58.86%. Sedangkan APMSMA/MAjSMK pada tahun 2017 mencapai/



tahun 2019, rata-rata lama sekolah terus menga1ami kenaikan

waJaupun tidak signifikan dimana pada tahun 2015 sebesar 7,501

3)

I
Sumber: PDSPKKemenierian. Pendidikan dan Kebudayaan. 2018

Dinas:Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bombana 2018
Bombana dalam angka 2020

Rata-RLa Lama Sekolah

LamanyJ sekolah atau years of schooling merupakan ukuran

akumulasi intestasi pendidikan individu. Setiap tahun tambahan

sekolah dihJapkan akan membantu meningkatkan pendapatan
I

individu tersebut. Rata-rata lama sekolah dapat dijadikan ukuran

akumulasi mo~a1manusia suatu daerah.

Da1am51(lima) tahun terakhir, sejak tahun 2015 sampai dengan

Tahun 2015-2019
,

U'· . ,pNo raran 2015 2016 2017 2018 2019
.'

I , ;,."

AngKa.melek
90.98 .21

92.83 95,7
<; tfilfuf" I i I , ., .. '

2 APNPAUD 97.37 99.1 99.5 50.58 -
I

3 APKISD/MI 115,25 106,35 109,04 105,34 99,78

4 APKSMP/MTs . 8250 92,80 93,50 78,13 86,15
I '

,

tPK 70,22 68,65 67,43
78,61 61,09

5
SMA/MA/SMK

I '
6 APMjSD/MI 96,05 . 92,61 95,62 98,37 98;42

.. . ...

7 APMSMP/MTs 70,91 73,82 74,61 75,47 74,70
I

.n. /<tP.¥ .,
" Ii 58,86 60}38

... r: 1
SMA/MA/SMK

I '

Tabe12.20

Angka1Melek Huruf. Angka Partisipasi Kasar dan
Arigka Partisipasi Mumi Kabupaten Bombana
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60.38%. Data selengkapnya AMH. APK. APM Kabupaten Bombana

tahun 2015-2019 selengkapnya dapat dilihat pada TabeI2.20.



No. Mr~ia~ ; 2015 2016 2017? 2018 2019.:
Rata-rata Lama

1
Sekolah'

7,51 7,52 7,53 7,54 7,74

2 AngkaHarapan 11,79 11,80 11,81 11,82 11,83ILamaSekolah

Tabe12.21.
Angka Harapan Lama Sekolah dan Rata-rata Lama Sekolah

I Kabupaten Bombana Tahun 2015-2019

I

4) Harapan LamaSekolah
Harapan lama sekolah adalah lamanya sekolah (dalam tahun)

yang diharapkan akan dirasakan oleh anak umur tertentu dimasa
I

mendatang. Diasumsikan bahwa peluang anak tersebut akan tetap

bersekolah pJda umur-umur berikutnya sama dengan peluang

penduduk dalam bersekolah perjumlah penduduk untuk umur yang

sama saat ini] Angka Harapan Lama Sekolah (HLS)dihitung untuk

penduduk befsia 7 tahun keatas. HLS dapat digunakan untuk
mengetahui kondisi pembangunan sistem pendidikan diberbagai

I
jenjang yang ditunjukkan dalam bentuk lamanya pendidikan (dalam

I
tahun) yang diharapkan dapat dicapai oleh setiap anak.

Pada trulun 2015 angka HLSadalah 11,79 tahun artinya bahwa
I

penduduk Kabupaten Bombana pada tahun 2015 harapan lama

sekolahnya salnPai 11,79 atau setingkat dengan jenjang SMPKelas III.
I

Pada tahun 2016 meningkat menjadi 11,80. Sedangkan pada tahun

2017 mencaplll,81 dan pada tahun 2018 menjadi 11,82 sedangkan
I

pada tahun 2019 menjadi 11,83. Perkembangan data angka rata-rata

lama sekolah ~an harapan lama sekolah dapat dilihat pada Tabel 2.21

berikut:
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menjadi 7,54 di tahun 2019 atau terjadi peningkatan rata-rata lama
I '

sekolah sebesar 0,01% setiap tahunnya.



pembangunan nasional maupun daerah. Sumber DayaManusia (SDM)

yang berkualitas merupakan modal yang sangat berharga bagi

pembangunanl baik pembangunan manusia itu sendiri maupun

pembangunan ekonomi. SDM yang berkualitas akan membawa

dampak pada kemajuan dibidang teknologi, kesehatan, ekonomi, dan

kesejahteraan masyarakat secara umum. Hal ini dikarenakan

penduduk yang memiliki pendidikan yang cukupakan mempengaruhi
kemampuan Jereka dalam menghasilkan barang dan jasa, melakukan

I
inovasi teknologi, merancang dan merekayasa lingkungan hidup,

menjaga keter1.turan sosial, mengembangkan perekonomian dan pada

akhirnya berJuara pada peningkatan kualitas hidup manusia secara

keseluruhan.

Data mengenai pendidikan merupakan salah satu komponen

yang sangat penting untuk melihat kualitas penduduk. Tinggi

rendahnya tingkat pendidikan di suatu daerah dikaitkan oleh beberapa
I

indicator pendidikan sebagai berikut:
I

a) Angka P1utusSekolah (APtS)
Angka Putus Sekolah (APtS)didefinisikan sebagai perbandingan

antara jUml4 murid putus sekolah pada jenjang pendidikan tertentu

(SD, SLTP,Sl/I'Adan sebagainya) dengan jumlah murid pada jenjang
pendidikan ~rtentu dan dinyatakan daIam persentase. Has"i_

pilar penting dalamsatu
1)

2.6.4. Fokus Layanan Urusan Wajih yang Berkaitan dengan

Pelayanan Dasar

PendidiJan

Pendidikkn merupakan salah

2.6. Aspek Pelayanan Umum

Aspek pelayanan umum menjelaskan kondisi pelayanan urusan

wajib dan urusan pilihan yang menjadi jangkauan pelayanan dari

Organisasi perkngat Daerah Kabupaten Bombana. Sebagai tolok ukur

dalam penyelehggaraan pelayanan public telah ditetapkan Peraturan

Bupati Nomor 55 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Standar

Pelayanan.

80



meningkat APSSDjMI sebesar 6,09%, pada tahun 2017 menurun dari

tahun sebelurrlnyamenjadi 3,87% pada tahun 2018 meningkat menjadi

sebesar 4,420)0 sedangkan pada tahun 2019 mengalami penurunan
I

menjadi 1%).Dari kondisi diatas dapat dilihat bahwa pada tahun 2016

angka putus kekolah untuk pendidikan setingkat SDjMI mengalami

kenaikan yJg cukup signifikan dibanding pada tahun 2015

sebelumnya, ibi dikarenakan pada tahun 2015 perhitungan jumlah

putus sekolah di' fokuskan pada siswa yang putus sekolah padajenjang

pendidikan yang mereka tempuh, sedangkan pada tahun 2016 sampai

dengan tahun 2017 pendataan angka putus sekolah di fokuskan pada

seluruh elemen masyarakat yang berusia pendidikan dasar umur 7-12

tahun baik yJng tidak pernah mengenyam pendidikan maupun yang

putus ataupun tidak lanjut pada tingkat jenjang pendidikan setingkat

diatasnya4

2,95

JENJANG
NO I 2015

PENDIDIKAN
- <·-,···~-·····,··~··",·I···', .....

1 :APtSSD1jMI
.APtSSMPjMTs

'AptS 0,58
3 ii<.\· •. ' 1

~NIAjMtjSMK
Sumber :Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, 2019

Dengan Lelihat tabel diatas maka dapat dikatakan AptS untuk

SDjMI pada tahun 2015 sebesar 0,12% dan pada tahun 2016

20192016

Tabe12.22
Perkembangan Angka PutusSekolah (APtS)
Kabupaten BombanaTahun 2015-2019
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perhitungan APtS ini digunakan untuk mengetahui banyaknya siswa

putus sekolah di suatu jenjang pendidikan tertentu pada wilayah

tertentu. Semakin tinggi APtS berarti semakin banyak siswa yang putus

sekolah di suatu jenjang pendidikan pada suatu wilayah.

Hasil Jalisis perkembangan Angka Putus Sekolah (APtS)

dilingkup KabJpaten dapat disajikan sebagai berikut:



Sumber:Dinas Pendidikari dan Kebudayaan, Profil Daerah Kab.Bombana 2019

BerdasJkan data diatas menggambarkan bahwa pada tahun

2013 rasio Jetersediaan gedung sekolah SD/MI mencapai 98,7.

Demikian jug~ pada tahun 2014mencapai sebesar 100 pada tahun
2015 rasio kJtersediaan gedung sekolah SD/MI mencapai 100 d=/

3 Rasio ;SMA/MA/ SMK 60 60 54,41

NO 2019 ..2018

74,6195,2393,552 Rasio ·SMP/MTs
I

. IJENJANG 2016 I 2017
• ~fNDIDIKAN ...

1 Rasio SD/MI 100 100 99,99
I

RasioKetersediaan Sekolah dan Penduduk Usia Sekolah
I Kabupaten Bombana Tahun 2015-2019

Jenjang SMP/M.Ts dalam 5 (lima) tahun terakhir cenderung

mengalami penurunan dimana APtS padatahun 2015 mencapai 0,360/0

meningkat mehjadi2,81%)pada tahun 2016. Selanjutnya pada tahun
I

2017 APS SMP/MTs di Bombana mencapai sebesar 10,570/0naik
I

menjadi 16,520/0 pada tahun 2018 namun kembali mengalamiI .
peningkatan di tahun 2019 menjadi 2,95%, penyebab terjadinya

kenaikan angJa putu ssekolah tersebut juga diakibatkan oleh proses

pendataan yanlgfokusnya berbeda dengan tahun sebelumnya.

Untuk jJnjang SMA/MA/SMKbesarnya APtS pada tahun 2015
I

mencapai 0,58romeningkat menjadi sebesar 36,96% pada tahun 2016,

namun demikian pada tahun 2017 APtSjenjang SMA/MA/SMKbukan

lagi menjadi kbwenangan pemerintah kabupaterr/kota. Hal ini menjadi
I

kewenangan Pemerintah Provinsi, berdasarkan keputusan Menteri

pendidikan NabionalRepublik Indonesia Nomor 129a/U /2004 Pasal 2.

Rasio Kktersediaan Gedung Sekolah'/Penduduk Usia Sekolah
I

Rasio ketersediaan sekolah adalahjumlah sekolah jenjang tertentu per
I

10.000 penduduk usia sekolah. Rasio ini mengindikasikan kemampuan

untuk menampung semua penduduk usia sekolah. Untuk melihat

ketersediaan f~silitas gedung sekolah bagi penduduk untuk memenuhi
pelayanan penbidikan, maka dapat dilihat pada table berikut ini:

Tabe12.23
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cukup untuk melayani atau membimbing murid yang ada. Dengan

melihat rasio ini maka dapat digunakan untuk mengetahui kebutuhan

guru dalam mbmberikan pelayanan pendidikan bagi murid-murid yang

ada di Kabuplten Bombana, sekaligus juga untuk mengukur jumlah
id al id I k o.1 e mun untu satu guru agar tercapai mutu pengajaran.

Hasil anbnsis rasio jumlah guru/rnurid se-Kabupaten Bombana

dapat disaj~ dalam tabel sebagaiberikut :{

Rasio Guru/Murid
Rasio gJru/mUrid menggambarkan perbandingan jumlah guru

terhadap mudd. Hal ini untuk melihat apakah guru yang tersedia

b)

pada tahun 2016 rasio ketersediaan gedung sekolah SD/MI mencapai
I

100 sampai dengan tahun 2017rasio ketersediaan gedung sekolah

SD/MI terhadJp penduduk usia sekolah SD/MI mengalami penurunan

menjadi 99,99l Rasio gedung sekolah SMP/MTs dan penduduk usia
I

sekolah SMP/MTs pada tahun 2013 adalah sebesar 80 setiap 10.000
penduduk usil SMP, dan pada tahun 2014 meningkat menjadi 92.

Pada 2015 Ra~io;gedung sekolah SMP/MTsmencapai 93,55 dan pada

tahun 2016 mJnjadi 95,23 serta pada tahun 2017 sebesar 74,61

Rasio ~edung sekolah dan jumlah penduduk usia
I

sekolahSMA/MA/SMKpada tahun 2013 sebesar 48 dan pada tahun

2014 naik mJnjadi sebesar 54. Pada tahun 2015 dan 2016 rasio
I

gedung sekolah dan jumlah penduduk usia sekolah SMA/MA/SMK

sebesar 60. SJdangkan untuk tahun 2017, rasio gedung sekolah dan
I

jumlah penduduk usia sekolah SMA/MA/SMKmengalami penurunan

sebesar 54,41.
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murid SD/MI berubah, yakni sebesar 14. Berdasarkan Standar

Nasional Pendidikan yang tertuang dalam Permendiknas 41 tahun

2007 tentang Standar Proses untuk Satuan Pendidikan Dasar dan

Menengah, maka 1 (satu) orang guru SD/MI mengajar 28 siswa.

Pada tah~n 2013 jenjang SMP/M.Ts rasio guru/rnurid adalah 9

dan mengalaJ perubahan tahun 2014 menjadi 8. Sedangkan pada

tahun 2015 ra~io guru/rnurid 13 dan pada tahun 2016 rasio guru dan
I

murid SMP/M'fs meningkat menjadi 14. Sedangkan pada tahun 2017
rasio guru/rnurid SMP/M.Ts adalah 9. BerdasarkanStandar Nasional
Pendidikan yJg tertuang dalam Permendiknas 41 tahun 2007 tentang

Standar Proses untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah, maka

1 (satu) orang Juru SMP/M.Ts mengajar 32 siswa.

Untuk jehjang SMA/MA/SMKrasio guru/rnurid sebesar10 pada

tahun 2013 db 2014. Pada tahun 2015 rasio guru/rnurid jenjang

SMA/MA/SMKmenjadi sebesar 8 dan ditahun 2016 rasio guru/rnurid

jenjang SMA/MA/SMK kembali menjadi sebesar 10 sedangkan raSioj

Sumber : Pusat Ipata Statistik Pendidikan dan Kebudayaan (PDSPK)
Kemdikbud, 2017 dan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab.
Bombarla, 2017.

I
Berdasarkan tabel diatas maka dapat dikatakan bahwa pada

tahun 2013 r~sio guru/rnurid jenjang SD/MI sebesar 15 dan pada

tahun 2014 rdsio guru/rnurid jenjang SD/MI adalah sebesar 14 dan
I

pada tahun 2115 rasio guruj'murid jenjang SD/MI adalah sebesar 13
artinya setiap satu guru dibebani mengajar murid 17, 15 dan 14 anak.

Pada tahun 20116 rasio guru/rnurid 15 dan tahun 2017 rasio guru dan

16I 3 Rasio SMA1MA/SMK 10 10 8 10

[. '

I

9I 2 Rasio SMP~MTs 9 8 13 14

1415131415

J~njaJlgl~~~~i~iltan 2013 .., 2014·· 2015 2016 2017
71.·•• :

1 Rasio SD/MI
I

Rasio Guru dan Murid Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah
IKabupaten BombanaTahun 2013-2017

Tabe12.24

84



..... .•...•. •••...••I. ! Tahun
No Uraian Data

I 2013 2014 2015 2016 '·2017 2018.. !,

r I Taman Kanak-kanak
..

a. J umlah sekolah 135 135 145 145 141 154
I

- Negeri I 1 1 5 5 - 3

- Swasta I 134 134 140 140 151

b. Jumlah guru 424 477 438 492 486 531
I

- PNS I 80 81 79 75 516

- Non PNS 344 396 359 417 15
I

Jumlah tenaga
c.

non guru I - - - - - -

- PNS I - - - - - -
.

- Non PNS - - - - - -
I

d. Jumlah siswa 4.334 4.463 4.778 5.049 4.850 5.754
I

- Negeri I 98 93 97 98 - 71 I
/~

Tabe12.25
Perkempangan dan Hasil Penyelenggaraan Pendidikan

Kabupaten Bombana Tahun 2013-2018
I

guru/rnurid jenjang SMA/MA/SMKmengalami kenaikan sebesar 16
I !

pada tahun 2017. Berdasarkan Standar Nasional Pendidikan yang
I

tertuangdalamlermendiknas 41 tahun 2007 tentangStandar Proses

untuk Satuan Fendidikan Dasar dan Menengah, maka 1 (satu) orang

guru SMA/SMKmengajar 32 siswa.
I I

Apabila dilihat dari rasio guru dan murid yang ada dibandingkan

dengan Standar Nasional Pendidikan terlihat bahwa ketersediaan guru

pada setiap jeJis pendidikan terpenuhi, namun karena penghitungan

rasio tersebut ~ermasuk guru non PNS/GTI sehingga apabila dihitung

dengan tidak rhemasukkan guru Non PNS/GTI makarasio guru dan

murid untukjehjang SD/MI mengalami kekurangan.
IPerkembangan dan hasil penyelenggaraan pendidikan dapat

dilihat pada taJe12.25.
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I ", " ••' <~' 'it I : '; , ,C
-c "," ;1:' •.,<Tahun-;T

No ';'~;:'iL''l!~,~;!n f,t~
, 2013"' ,201'4TI 2015 ,"I ,2()J6 2017 ·,2018

"

- Swasta I 4.236 4.370 4.681 4.951 - 5.683

2 I: J I Sekolah Dasar IJyJI ",',
,

'.
,.,..,,' I' ': - , ',., c.", ""': "",.,.',

.

a. Jumlah sekolah 154 163 165 165 167 171
I

- Negeri I 127 150 150 150 150 150

- Swasta I • 27 13 15 15 17 21

b. Jumlah guru 1.428 1.428 1'.468 1.571 1.377 1.551
I

- PNS I 681 683 709 716 - 1.437

- Non PNS 747 745 759 855 - 114
I ,

Jumlah tenaga -
c.

non guru I 126 133 141 61 -

- PNS I 10 11 11 11 - -
- Non PNS 116 122 130 50 - -

I

d. Jumlah siiswa 22.033 20.451 20.506 20.508 19.865 18.333
I

- Negeri I 21.470 19.958 19.999 19.807 1.155

- Swastal 563 493 507 701

3 .-, ,
I r SMPIMTS r;')' --::;-: "

I,
"', '

a. Jumlah sekolah 50 53 52 57 58 59
I

- Negeri I 42 42 42 45 47 47

- Swast~ 8 11 10 12 11 12

b. Jumlah guru 597 657 441 510 816 710
I :

- PNS I 311 314 302 305 - 613

- Non PNS 286 343 139 205 - 97I
Jumlah tenaga

c. I 104 114 116 116 - -non guru
I

- PNS I 40 46 46 46 - -
- Non PNS 64 68 70 70 - -I

d. Jumlah Isiswa 5.640 5.872 6.102 6.242 7.482 7.022

- Negeril 5.403 5.494 5.695 5.759 - 6.281
- Swasta 237 378 407 483 - 741 IiI

if
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Sumber. DinasPendidikan.dan Kebudayaan, 2017 I

".'.' i·.· ..;... , '1 -,,Tahun .

No UraianData: :i· • ........ . > ~.....•. ..... '..

y.; .... <.. _i I '. 2013.' 2014> 2015 .... 2016 2017·' 2018
i .. • .,.

4·······
..•• > I "

"SMAjMA .....•...•.•..... .' < ..\ .. ........ . " . r . . .....

...... _c' •• i ... " ...... -,:', . -.' ' . -

a. Jumlah sekolah 17 19 21 21 22 23
I

- Negeri I 11 13 13 16 16 17

- Swasta I 6 6 8 5 6 6

b. Jumlah guru 293 311 411 357 404 387
I

- PNS I 210 210 223 211 - 349

- Non PNS . 83 101 188 146 - 38
I

Jumlah tenaga
46 37 40c.

non guru I . 35 - -

- PNS I 22 27 13 13 - -
- Non PNS 13 19 24 27 - -

I
d. Jumlah siswa 3.897 3.972 4.064 4.526 4.236 5.390

I
- Negeri I 3.526 3.565 3.698 4.168 - 4.976

- Swastal 371 407 366 358 - 414

5 ...... ....
) T " - 'SMK'" ,.. . ..: ..... '.. < . ........ , .......

r;', ,
, . .... '," " .............. . ' .'

...•. ..
a. Jumlah sekolah 9 8 8 7 8 9

I
- Negeri I 7 7 7 7 7 7

- Swastaj 2 1 1 - 1 2

b. Jumlah guru 208 189 189 189 196 148
I

- PNS I • 97 95 107 101 156-
- Non P~S' 111 94 82 88 - 8

Jumlah tenaga
c. , ' 20 13 24 25 - -

non gu~
- PNS I 2 2 7 10 - -
- Non PNS' 18 11 17 15 - -I

d. Jumlah siswa 1.448 1.361 1.288 1.302 1.176 1.348I
- Negeri I 1.264 1.340 1.269 1.302 - 1.260
- Swasta 184 21 19 - - 88I. . I
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10.0.0.0.0.kelahiran hidup dan mengalami penurunan menjadi 10.9

per 10.9'0.0.0. kelahiran hidup pada tahun 20.18 atau terjadi
penurunan angka kematian ibu melahirkan dalam lima tahuan

terakhir rata-rata sebesar 15 per 10.0..0.0.0.kelahiran hidup dan

pada tahun 20.19 sedikit mengalami kenaikan sebesr 111,54 per
1.000 Kblahiran hidup. {

3)

Data tersebut belum termasuk Guru Garis Depan (GGD)

sejumlah 69 Orang dengan rincian 40. orang ditempatkan di Jenjang

SD dan 13 o~ang ditempatkan di Jenjang SMP yang tersebar di
I

Kabupaten Bombana.

21 Keseha+n
Pelaksanaan program dan kegiatan pada urusan kesehatan padaI .

tahun 20.18 telfili mampu mendukung upaya peningkatan kesehatan

masyarakat. Oapaian indicator pembangunan kesehatan adalah

sebagai berikutJ
1) Usia har~pan hidup

Rata-raJ usia harapan hidup dengan cara perhitungan
Ibarutahun 20.19 sebesar 66,54 persen.

2) Angka kekatian bayi

~~l«i'}'E~Xlo"~ril1j\j~~,~~~~~~ ~e~~~~B~~.••~:;.O
tahun dan.·.setiap /100.0 l{<:!18h1raIli111d'uppada/tMUtlterteI1tu .atau
(ia.pa.t<dlka.takaIl /jug~>seba.gaJ.< i:>f()1:>a.bilihi$i bayi /l#<:!rlinggal
sel3Mill'Ilil'Il~ricapai/usif.i;·§~.ttt•••fgh"lln.\yW1g.··.·.d.iily~t~a.n.}<.iaJatIl>··per

sbril:hl.I{Flahirahi lliclttp. Angka kematian bayi dalam 5 (lima)

tahun terakhir cenderung mengalami fluktuasi dimana pada
I

tahun 20.15 angkakematianbayisebesar 5 per 1.0.0.0. kelahiran

hidup, db mengalami penurunan ditahun 20.16 menjadi 5 dan 1
I

per 1.0.00. kelahiran hidup, namun di tahun 20.17 dan 20.18
kembali mengalami kenaikan menjadi 1,37 dan 2,17 per 1.0.0.0.

kelahiran hidup. Pada tahun 20.19 angka kematian bayi dapat

ditekan ~emaksimal mungkin hingga mencapai 0. kematian.
Angka kbmatian ibu melahirkan

Angka k~matian ibu melahirkan pada tahun 20.15 terjadi 184 per
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109 111,54164184 : 143

68,5467.62

2015 '.. 2016 2017 '; 2018 2019
,

~ .... -; -._"~<,><_",._.,,.,, ..~_ ... 't'.........~""~..............,....,~_".,..,._ .........,...,..,~_"'''_••'''. _',,-.c._"_" ~__"""'"~.''' ,..,....". .• "'. "".. -_.~"Indikator

. ... I
Usia harapan hidup,
rata-rata (tahun):

········.·1AngkaKematian
·c . >. "I ;
Bayi/l.000KH

<. •••• ; I: ..
AngkaKematianIbu, ;

Melahirkanj' l00.OOOKH
..,.,.. ..... ··:···1 ,.
Persentas BalitaGizi

. . ...; ... '.; 'J

; CapaianKabupatenBombana

Tabe12.26
Indikator Kesehatan Kabupaten Bombana

Tahun 2015-2019

5)

Balita giziburuk

Persentase balita dengan gizi buruk di Kabupaten Bombana

dalam (liba) tahun terakhir cenderung mengalami peningkatan

dimana ~ada tahun 2015 terdapat 0,19 persen dan terus

mengala.Ji peningkatan dari tahun ketahun dimana pada tahun
I .

2018 terdapat balita gizi buruk sebesar 0,24 persen. Namun
pada tahun 2019 angka balita gizi buruk dapat ditekan sebesar

I0,17 persen.

persalinah oleh tenaga kesehatan

Besamy, persalinan yang ditolong oleh tenaga kesehatan

berbanding lurus dengan pemahaman dan kesadaran
masyarakat akan pentingnya keselamatan ibu dan bayi dalam

proses Jelahiran. Untuk tahun 2015 sebesar 90,46 persen

namun sblanjutnya mengalami penurunan menjadi 74,98 persen

ditahun 2016, kembali mengalami peningkatan ditahun 2017

menjadi 78,51 persen dan kembali mengalami penurunan di

tahun 2018 menjadi 77,89 persen dan ditahun 2019 mengalami

penurunb lagimenjadi 76,17 persen.

Adapun capaian indicator Kesehatan tahun 2015-2019 dapat

dilihat pada tabel2.26 berikut :
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120

77,89 76,17

71,33

90

;Universal Child

: Immunizatidn/UCI(O/o)
_ J _ - - I, .
. f-BalitaGiziBurukF >;·t~·:.r."" ;"::~::' -> - - 1

6 rM6~dapat
'!':',::"<'" ,:'(:',::',:<'" '::". : > > . >:. :
~;ir.et~wat~ (flo):,.

j Persalinan Oleh Tenaga
7 I

Kesehatan(%)
,!,. ..... - - ... -I '
hCakupanRumah8 '.' " .."..•.....,.' I :

f ,?}i,~ar.~~~sehrt(%l __.
, , Capaian Desa yang
9 ! I

i Melaksanakan STBM
:, , .. ,.,:.,.", """" .:" "' .: , 1 ,

l ,. ...: ;; Pessentase rfsyarakat

, ,,':tid~ mam1u :yang ".
10n'mendapatkan JKN '.
';:i:(JGtminan~es:ehatan '

)N(l~!onal)

'!:':Suruk:

Persenta sejumlah
Ipenduduk yang

11 I 26,76 38,29 0
mendapatkankartu

, I
i JAMKESDA

Sumber"': BPsl Kabupaten Bombana, --2019;-Wnas Kesehatan Kabupaten
Bombana, 2020.

IKesehatan merupakan faktor yang berpengaruh dalam

pembangunan manusia. Derajat kesehatan masyarakat yang baik akan

merefleksikan jkinerja yang baik pula pada masyarakatnya. Oleh karena

itu keberadaan fasilitas kesehatan juga sangat memegang peran

penting dalaJ meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Semakin

mudah masyara..kat menjangkau fasilitas kesehatan yang ter7dia,
maka diharapkan semakin berkurang pula tingkat kesakitannya.



I Sumber: BPS Kabupaten Bombana. 2020
1) Urusan Wajib Administrasi Kependudukan dan

IPencatatan Sipil

pelayanL dokumen administrasi kependudukan dari tahun

2015 ketahun 2019 mengalami kenaikan, khususnya untuk pelayanan)

Tabe12.27.
Perkembangan Ketenagakerjaan

Kabupaten Bombana Tahun 2015-2019

No Uraia.n 2015 ·2016. 2017 2018 2019
..... I ....

1 Angkatan/kerja 70.747 70.747 88.407 87.908 89.655

Bekerja (orang) 69.409 69.409 87.990 87.290 87.464
I

PenganggtIr
I 1.338 1.338 417 618 2.191

Terbuka (orang)
I

2 Bukan
I

angkatankerja 39.988 39.988 30.310 34.460 36.280

(orang) I
3 TPAK(%)1 63.89 63.89 74.47 71,840/0 71,19%

4 Tingkat
Ipengangguran 1.89 1.89 0.47 0,7% 2,44%
I

terbuka (ro)

91

3) Ketenagakerjaan

Perkembangan pembangunan ekonomi sangat dipengaruhi oleh

produktivitas ienaga kerja yang bekerja. Pembangunan ekonomi
lb' keri h' . kmampu menyerap se agian tenaga erja, se mgga mengurangi ang a

pengangguran. Perkembangan ketenagakerjaan Kabupaten Bombana

Tahun 2015-20119 menunjukkan kondisi yang fluktuatif.

Gambaran ketenagakerjaan di Kabupaten Bombana Tahun 2017

tercatat angka~an kerja sebanyak 88.407 orang dan 30.310 orang

bukan angkaJn kerja. Tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK)atau

rasio angkataA kerja dengan penduduk usia kerja yaitu 74.470/0.
I

sedangkan tingkat pengangguran terbuka sebesar 0.47%.
I

Selengkapnya dapat dilihat pada Tabe12.27.



Tabe12.28
Angka :RasioI{ependudukan Kabupaten Bombana

I . Tahun 2015-2019

No it .........~ndil{ator ..... ., .: 2015 ······2016' 2017 2018 2019}

1
Rasio penduduk ber-KTPper

83,38 84,66 89,44 99,53
wajib KTPI

97,56

2
Rasio pasangan berakte

nikah I
84,04 84,07 - 20,50 35,52

3 KepemilikanKTP 79.487 84.487 89.447 95 99.086
I

4
Kepemilikanakta kelahiran

per1000 p1enduduk
15,99 20,15 - 41,01 46,22

I
Sumber : Dinas Kependudukari dan Pencatatari Sipil, 20191
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I
Kartu Tanda Penduduk (KTP). Hal ini ditunjukkan dengan rasio

I
kepemilikan KTP atau rasio penduduk yang mempunyai KTP pada

tahun 2017 s~besar 89,440/0pada tahun 2018 naik 99,530/0yang

disebabkan p~nduduk yang sudah melakukan perekaman KTP

elektronik pertama kali yang menjadi kewenangan Pusat banyak

mendapat respon positif dari masyarakat, sehingga pihak Pemerintah
IDaerah menindak lanjuti hal dimaksud dengan melakukan perekaman

data dan menefbitkan KTPelektronik.
Keperhilikan akta kelahiran per-1000 penduduk, pada

tahun2018 adalah 41,01 0/0.Angka ini meningkat dibandingkan dengan
I

tahun 2016 sebesar 20,15 010, sedangkan pada tahun 2019 kepemilikan

akta kelahiran kembali mengalami peningkatan sebesar 46,22 % per

1000 jumlah penduduk. Peningkatan ini menunjukkan tetjadinya

peningkatan kJsadaran masyarakat untuk memilikiakta kelahiran.
Angkk rasio kependudukan tahun 2015-2019 dapat dilihat

I
pada tabel berikut:



2) Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Gambarah pelaksanaan urusan wajib Keluarga Berencana dan

Keluarga Sejahlera di Kabupaten Bombana sampai dengan tahun 2019

dapat dilihat db capaian indicator Keluarga Berencana dan Keluarga

Sejahtera. parJsipasi Pasangan Usia Subur (PUS)dalam program KB

akan terus ditingkatkan sehingga diharapkan angka kelahiran dapat
I

diturunkan. Selain itu Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera

(UPPKS)dengah belajar berusaha memperoleh tambahan penghasilan

melalui ekonorhiproduktif diwilayah masing-masing. Rata-rata jumlah

jiwa pada +un 2017 mengalami penurunan menjadi 4,00%

sedangkan pada tahun 2016sebesar 3,00%. Cakupan peserta KBaktif
I

pada tahun 2018 sebanyak 24.113 orang dan 17.897 orang tahun

2019. Peserta KB Pria sebanyak 308 orang tahun 2018 dan 2019

sebanyak 84 orang. Pasangan Usia Subur sebanyak 29.820 orang

tahun 2018 dJn 23.961 orang tahun 2019. Persentase Peserta KBaktifI .
dengan PUS (Prevalensi) sebesar 80.860/0tahun 2018 dan 74,690/0di

tahun 2019. Sedangkan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga

Sejahtera (UP,KS)pada tahun 2017 dan 2018 sebanyak 68 Kelompok.

Dari tahun 2918 ke 2019 semua indicator mengalami peningkatan, 1
(satu) indikator yang mengalami kenaikan signifikan yaitu Indikator

Usaha peningJatan Pendapatan Keluargaditahun 2018 yakni 68%.

perkemb1angan tahun 2015 sampai 2019 capaian indicator

Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera seperti terlihat pada tabel

berikut=!
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KB semakin meningkat. KB pria juga mengalami kenaikan. lni

menunjukkan bahwa kesadaran kaum pria untuk ber KB semakin

meningkat. Kelompok Usaha Peningkatan Kesejahteraan Keluarga

(UPPKS)tidak kengalami peningkatan.

3) KoJ,erasi Usaha Keeil dan Menengah

Salah Jatu usaha pengembangan ekonomi di Kabupaten
I

Bombana adalah koperasi. Manfaat koperasi biasa dirasakan sampai
I

lapisan bawah dan dapat dijadikan sebagai wahana paguyuban

maupun kelornpok usaha masyarakat. Jumlah koperasi pada tahun
I

2018 sebanyak .273 koperasi menurun menjadi 266 koperasi pada

tahun 2019. Jumlah koperasi aktif mengalami penurunan dari 141

pada tahun 2018 menjadi 131 pada tahun 2019. Jumlah anggota

mengalami pehurunan dari 11.036 orang pada tahun 2018 menjadi

8.299 orang pJda tahun 2019.

Hasil u~aha koperasi juga mengalami peningkatan walaupun

tidak Signifikbn. Dilihat dari jumlah modal sendiri mengalami
penurunan ya\tu dari Rp. 6.260.000.000,00 pada tahun 2018 menjadi{

116

74.69

23.961

84
, ,~,,-.,-

1.148535

17.89724.113

4 310
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Tabe12.29
Indikator Urusan Keluarga Bereneana dan Keluarga Sejahtera

I

Kabupaten Bombana Tahun 2015-2019

IndiJtor 2015 2016 2017 2018 2019

2 . Peserta KB aktif
... ' ...•......•..••••..•.•...••...........•......••...•.••..•........, .i

3 .jPesertaKB~ i
4 .PasaIlganlJsia Subur (PUS)

.' ···1 ,.. . .
•Persentase Peserta KBAktif

5lv ;[.~etlJl~~~.tr+,,~)enSi)
Usaha Peningkatan

I •
(pendapatanKe~Urga 7 68
Sejahtera (UPPKS) .

..... .. .. ....• "L . .
Sumber: Badan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, 2018

CakupJ peserta KBaktif atau prevalensi mengalami kenaikan.

Hal ini dikareJakan kesadaran masyarakat untuk mengikuti program



Sumber: Dinas Perindustrian, Perdagangan,Koperasi dan UKM,2019.

I5.1.01 Perdagangan

Konthbusi PDRB-Hbtahun 2015sebesar Rp. 532.146,32 juta

atau 11,75%db total PDRB-Hbtahun 2015, sedangkan di tahun 2019

meningkat mehjadi Rp.864,940,000 juta atau 13,450/0dari total PDRB

Hb tahun 201~l

I, Koperasidan PKM } 2015 ··2016 2017 2018 2019
I ' ....

1 ~umlah koperasi 300 301 273 273 266
I

2 KondisiKoperasi
I

-Koperasi aktif/ 207 129 141 141 131
3
-KoperasiTidak aktif 93 172 132 132 135

I '
~umlah anggota

4
koperasi I 8.087 9.647 11036 11036 8299

5
~umlah Modal

4.411.000 5.971.000 6.260.000 6.260.000 6.271.000
Sendiri (000)

6 VolumeUsahal (000) 7.927.000 9.487.000 6.775.000 6.775.000 6.749.000
7 SHU(OOO) I 3.642.000 4.773.000 1.984.000

I
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Rp. 6.271.000.000,00 pada tahun 2019. Jumlah volume usaha sebesar
I

Rp. 6.775.000.000,00 pada tahun 2018 menjadi Rp. 6.749.000.000,00

pada tahun 20!9. Sisa Hasil Usaha (SHU)sebesarRp. 1.948.000.000,00
I .pada tahun 2018 mengalami penurunan sebesar Rp. 1.885.000.000,00
I

pada tahun 2019.
perkembkgan perkoperasian diKabupaten Bombana tahun

2015-2019 dap~tdilihat pada tabel berikut ini :

I Tabe12.30
Perkembangan Koperasi di Kabupaten Bombana

I Tahun 2015-2019



Sumber: BPS Kab.Bombana, 2019.

4,32

.Jurnlah+ iridustry (ked!
3 ..'. ..••• I:

Rumah tar-gga(buah)

Kontribusi sector Industri .....
..'.',::,,".• ····:.;1 . i " ..
'terhadap DRBHb(%)

1.713

kontribusi terliadap PDRBatas dasar harga berlaku rata-rata sebesar

5,700/0per tahhn. Jumlah industri di Kabupaten Bombana mengalami
Ipertumbuhan rata-rata sebesar1,350/o.
I

Jumlah industry kecil dan rumah tangga mengalami kenaikan

rata-rata 2,02+0. Jumlah industry keeil dan rumah tangga tahun 2015

sebanyak 1.258"Pertumbuhan industri di sector ini pada tahun 2016

meningkat me~jadi 1.989. dapat dilihat pada tabel berikut:
I Tabe12.32

Indikator Unman Perindustrian Kabupaten Bombana
I Tahun 2015-2019

Selama tahun 2015-2019, sektor .. industry memberikan
Perindustrian5.1.02

12,35 13,4512,3511,75
'•.Kontribusi(%)
, "-:;: ' "",i,:;"

--_ .. "... -,.-.-,~..--.-,--~... _, """"~'"'''''''' -
Sumber: BPS Kabupaten Bombana, 2019

- __ _ -.

.-Persentase

. :~:~
59,04. 601,17

827,73
: - -- .~. :.'

r((JUt:a:)::·· ;2

764,83 864,94

:-('.:

'§~cto¥
•Perdagangan
terha4apJ?DR13-
Hb(Jl.lta)

=; -_,' ,.:_;.-,'
NO .. :··INDIKATOR; 201920172015

3
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Tabe12.31
Kontribusi Terhadap PDRB

Sektor Perdagangan Kabupaten Bombana Tahun 2015-2019



f.

e.

d.

Keluarga, pengertian keluarga dikelompokkan menjadi dua yaitu
keluarga batih (nuclear family)dan keluarga besar (extended family).

I
Keluarga fatih adal~ unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri
dari suami dan istri, bapak, ibu dan anaknya, bapak dengan anaknya
atau ibu hengan anaknya saja. Pengertian keluarga besar (extended

I
family) adalah keluarga sedarah dalam garis lurus keatas atau
kebawah ~ampai dengan derajat ketiga.

Hak Anj, adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin,
I

dilindungi dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat,
pemerintdh dan Negara.

perlindUn~an anak, adalah segala kegiatan untuk menjamin dan
melindun~ anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh,
berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat
dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari
kekerasar{dan diskriminasi.

NOn-DiS4minaSi, adalah prinsip pemenuhan hak anak yang tidak
membedakan suku, ras, agama, jenis kelamin, bahasa, paham politik,
asal kebcingsaj' status ekonomi, kondisi fisik, psikis anak, atau
faktor lan1nyat

c.

b.

Rencana Aksi Daerah Kabupateri/Kota Layak Anak (RAD-KLA),
adalah dokumen yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan
untuk mewujudkan KLA,sebagaimana pengertian di dalam Peraturan
Menteri PPPANo 13 Tahun 2011 tentang Panduan Pengembangan

IKabupaten/Kota LayakAnak.

Anak, adJah seseorang yang belum berusia 18 (delapanbelas) tahun,
termasuk lanakyang masih di dalam kandungan.

a.

3.1. Pengertian.

Rencana liDaerah Kabupaten Layak Anak (RAD-KLA) Kabupaten
Bombana ini I terdapat beberapa pengertian dan istilah yang perlu
diperhatikan bersama agar tidak menimbulkan perbedaan pengertian bagi
para pemangk~ kewajiban (duty bearers) di dalam memenuhi kewajiban
kewajiban mer~ka ketika berhadapan dengan anak selaku pemeg~g hak
(rights holder)l. Beberapa pengertian penting terkait dengan konsep

I
pemenuhan hak dan perlindungan anak ini adalah sebagai berikut:

METODE PENYUSUNAN RAD-KLA

BABIII
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g. Kepentingan Terbaik bagi Anak, adalah prinsip yang menempatkan
semua urusan dan kepentingan pembangunan dengan anak sebagai
pertimban'gan utama dalam setiap pengambilan kebijakan, program,
dan kegiafan.

I
h. Hak untuk Hidup, Kelangsungan Hidup, dan Perkembangan Anak,

adalah ptnsip untuk menjamin hidup, kelangsungan hidup dan
perkembangan anak semaksimal mungkin sesuai hak-haknya.

I . .
1. Penghargaan terhadap Pandangan Anak, adalah pengakuan terhadap

kemampub dan kemauan anak untuk menyampaikan
Ipandanganpandangan mereka secara bebas dengan berpendapat

secara Idgsung maupun tidak langsung, melalui berbagai media dan
ruang berekspresi anak lainnya. Pandangan-pandangan anak ini
terutama I terhadap berbagai kebijakan, program dan kegiatan
pembangunan yang mempengaruhi langsung maupun tidak langsung
bagi kepeTtingan anak secara keseluruhan.

3.2. Desain Pelaksanaan Kegiatan.I .
Secara garis besar, pelaksanaan pekerjaan ini dilakukan dalam empat

tahap kegiatan, yaitu (1) tahap persiapan (penyiapan dan penyusunan
instrument data dan informasi terkait pemenuhan hak dan perlindungan
anak); (2) tahab pengumpulan data dan informasi (meliputi kunjungan ke
beberapa dina~/instansi untuk klarifikasi dan re-check terkait data dan
informasi yang ada); (3) tahap pengolahan dan analisa data; serta yang
terakhir (4)taHap penulisan laporan.

3.3. Jenis daniSumber Data.

Jenis da~ yang digunakan daIam penyusunan Rencana Aksi Daerah
Kabupaten Layak Anak (RAD-KLA)di Kabupaten Bombana ini adalah
data-data prirrier dan sekunder, serta berbagai informasi tambahan yang
digunakan uhtuk mendeskripsikan atau menggambarkan situasi
pemenuhan hak dan perlindungan anak secara lebih luas dan

I
komprehensif di semua strata pemerintahan mulai dari tingkat Pemerintah
Kabupaten, K~camatan hingga Desa/Kelurahan, Adapun sumber-sumber
data yang diJnakan dalam penyusunan RAD-KLAini adalah data-data
yang berasal Idari berbagai Perangkat Daerah dan para pihak yang
tergabung dalam Tim Penyusunan Dokumen Rencana Aksi Daerah
Percepatan Pehvujudan Kabupaten Layak Anak (RAD-KLA)Kabupaten
Bombana. Sumber-sumber data sekunder berasal dari beberapa instansi
pemerintah b~.k yang vertikal maupun Perangkat Daerah lainnya yang
ada di Kabupdten Bombana, serta beberapa menggunakan data dari BPS;
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Data yang sudah ada dikumpulkan dan disunting
berrasarkan klasifikasi data dengan berpedoman kepada 3~I
indikator KLA. Tahapan ini merupakan tahapan/

3.6. Teknik Analisa Data.
I

Teknik analisa data akan dilakukan dengan analisis data kuantitatif
dan analisis data kualitatif melalui tahapan sebagai berikut:

3.6.1. KlaJifikasi Data. '

b. Lakip dan DPA Perubahan Dinas Kesehatan Kabupaten Bombana
Tahun 2020

c. Lakip J DPA Perubahan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaterl Bombana Tahun 2020.

d. DPAperuJahan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan
IAnak Kabupaten Bombana Tahun 2020
I

e. RPJMDKabupaten Bombana.

3.5. Teknik peLgumpulan Data.

Teknik peJgumpuian data dalam penyusunan Rencana Aksi Daerah
Kabupaten Layk Anak (RAD-KLA)ini menggunakan metode dokumentasi
yaitu mengumpulkan berbagai data dan informasi yang berhubungan
dengan pemenuhan hak dan perlindungan anak, baik berupa data primer,
data sekunder maupun berbagai laporan pelaksanaan pemenuhan hak
anak.

dan situs-situs internet yang relevan. Kemudian untuk data-data primer,
tim penyusun melakukan kunjungan ke Kecamatan dan berkoordinasi
serta melaksanakan rapat penyusunan dokumen Rencana Aksi Daerah
Kabupaten Layk anak Kabupaten Bombana dengan Dinas Pemberdayaan
Perempuan dab Perlindungan Anak Kabupaten Bombana, Forum Anak
Kabupaten BOlhbana dan beberapa Organisasi Perangkat Daerah serta
instansi vertikl terkait, urituk mendapatkan penjelasan dan informasi

bah k l•..tam an ter 8.l.tlSU-lSUtertentu.

3.4. Kebutuhal Data Dasar,

Data das~ yang dibutuhkan dalam penyusunan dokumen Rencana
Aksi Daerah Kabupaten Layak Anak (RAD-KLA)Kabupaten Bombana ini

I
adalah sebagai ierikut:

a. Bombana Dalam Angka2013 s.d. 2020
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Data yang sudah diklasifikasikan dan diklarifikasikan kemudian
dinterprestasikan dan dianalisis untuk diambil kesimpulan dan disajikan

I
secara sistematik baik dalam bentuk narasi, gambar, maupun tabel dan
penyajian dalak bentuk lainnya. Kemudian hasilnya di buat laporan

I
sebagaimana sistematika yang telah disusun di dalam bab 1, untuk
kemudian disJnpaikan kepada pihak-pihak yang berkepentingan denga{
penyusunan Re~cana AksiDaerah Kabupaten LayakAnak (RAD-KLA)ini.

I
I

Data yang sudah dianalisis diserahkan kembali
(disajikan)di hadapan semua Tim Penyusun untuk mengecek

I
keabsahan dan kecocokan data. Dengan demikian data yang
dik~mpulkan mencapai validasi yang dapat diterima.

I
3.7. Pelaporan 'dan Penyajian Data.

3.6.2. Umpan balik/Klarifikasi Data.

penkOrganiSaSiandata, penajaman dan seleksi data yang
I .

relevan dengan kebutuhan sehingga data dapat diverifikasi
dan ditarik kesimpulan.
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Selain itu juga RAD-KLAjuga diharapkan mampu menghimpun
berbagai pihak yang berkepentingan maupun terkait langsung dan tidak
langsung dengan anak-anak untuk turut berperan dan berkontribusi di
dalam menin~tkan pencapaian kesejahteraan sosial dan perlindungan

I
bagi anak-anak di wilayah masing-masing. Tidak kalah penting dan
merupakan ba~an yang wajib ada bagi setiap penyusunan RADadalah
adanya penggambaran situasi terkini terhadap berbagai upaya

I
pemenuhan hak dan perlindungan anak yang telah berjalan.

Indikator-ibdikator KLAyang tersusun dalam berbagai klaster yang
disajikan dalarh bentuk Matriks RAD-KLAKabupaten Bombana, untuk
selanjutnya rubn menjadi indikator pelaksanaan pembangunan daerah

I
khususnya di dalam memenuhi, melindungi, menghargai dan memajukan
hak-hak anak ~ang ada di Kabupaten Bombana/

Rencana Aksi daerah (RAD)tentang Kabupaterr/Kota Layak Anak
(KLA)secara foral di atur di dalam Peraturan Menteri PPPARINomor 13
Tahun 2011. Disebutkan bahwa RAD-KLAmerupakan dokumen daerah
yang memuat Jebijakan, program dan kegiatan untuk mewujudkan KLA.

I
RAD-KLAini diharapkan akan menjadi pedoman perencanaan di daerah
yang secara kh~sus memuat kebijakan, program dan kegiatan-kegiatan di

I
daerah yang ditujukan bagi pemenuhan hak dan perlindungan anak di

IKabupaten Bombana. Sebuah Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA),
idealnya harus bemenuhi semua indikator yang ditetapkan oleh Konvensi

I
Hak Anak (KHt). Untuk memudahkan klasifikasi pemenuhan hak anak
tersebut, dilakukan pengelompokan indikator ke dalam 6 (enam) bagian,

I
yang meliputi bagian penguatan kelembagaan dan 5 (lima) klaster hak

I
anak. Secara Teknis Pengelompokan indikator ke dalam 6 (enam) bagian
ini, kami uraikJn dalam bentuk Matriks RAD-KLAKabupaten Bombana.

RENCANA AKSI DAERAH KABUPATEN LAYAK ANAK (RAD-KLA)

KABUPATENBOMBANA

BAB IV.
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